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PEDOMAN TRANSLITERASI  
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 









 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 ṡa ṡ ث
es (dengan titik di 
atas) 
 Jim J Je ج
 ḥa ḥ ح
ha (dengan titik di 
bawah) 
 kha Kh ka dan ha خ
 dal D De د
 żal Ż ذ
zet (dengan titik di 
atas) 





 zai Z zet ز
 sin S Es س
 syin Sy es dan ye ش
 ṣad ṣ ص
es (dengan titik di 
bawah) 
 ḍad ḍ ض
de (dengan titik di 
bawah) 
 ṭa ṭ ط
te (dengan titik di 
bawah) 
 ẓa ẓ ظ
zet (dengan titik di 
bawah) 
 ain „ apostrof terbalik„ ع
 gain G Ge غ
 Fa F Ef ؼ
 Qaf Q Qi ؽ
 Kaf K Ka ؾ
 Lam L El ؿ
 Mim M Em ـ





 Wau W we ك





 Ya Y Ye ل
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(„). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fatḥah A A اَ 





Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 












Au a dan u 
Contoh: 
فََْكيْ  : kaifa 
 haula :َهو ؿَْ
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakatdan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harak
at dan Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
 ...  لَْ
 ...  اَْ |
fatḥah 
dan alif atau 
yā‟ 




Ī i dan garis di atas 
 كْ 
damma
h dan wau 
Ū u dan garis di atas 
Contoh: 
 māta :  ماتَْ
 ramā :  َرَمى





 yamūtu : ََيو تْ 
4. Tā‟ marbūṭah 
Transliterasi untuk tā‟ marbūṭah ada dua, yaitu: tā‟ marbūṭah yang hidup 
atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan tā‟ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun,transliterasinya 
adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟ marbūṭahdiikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaankedua kata itu terpisah, maka tā‟ 
marbūṭah ituditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
ْألاَؙْرك َضة ط َفاؿ    : rauḍah al-aṭfāl 
َلة  al-madīnah al-fāḍilah : اَلَمد ْيػ َنة ْْال فاض 
َمة  al-ḥikmah : اَلَ ك 
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arabdilambangkan 
dengan sebuahtanda tasydīd ( ّ  ), dalamtransliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonanganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
 rabbanā :َربّناَْ
 najjainā : ََنّي ناَْ
 al-ḥaqq : اَلََقّْ
 nu“ima :نعُّمَْ
 aduwwun„ :َعد كّْ
Jika huruf ل ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahuluioleh huruf 







 (Alī (bukan „Aliyy atau „Aly„ :   َعل ىّْ
 (Arabī (bukan „Arabiyy atau „Araby„ :َعَربّْ
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf اؿ (alif 
lam ma„arifah). Dalam pedoman transliterasiini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika iadiikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 
qamariyah. Katasandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 
dandihubungkan dengan garis mendatar (-). 
Contoh: 
 (al-syamsu (bukan asy-syamsu :اَلّشم سْ 
 (al-zalzalah (bukan az-zalzalah :اَلّزلَزلة
 al-falsafah :اَلَفل َسَفة
 al-bilādu : الَبلدَْ
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 
hamzahyang terletak di tengah dan akhir kata.Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan,karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
 ta‟murūna : أتم ر ك فَْ
 „al-nau :الَنّػو عْ 
ءْ   syai‟un :َشي 
ر تْ   ِ ـ   umirtu :أ





Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalahkata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasaIndonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadibagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulisdalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam 
duniaakademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. 
Misalnya, kata al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), alhamdulillah, danmunaqasyah. 
Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian darisatu rangkaian teks Arab, maka 
harus ditransliterasi secara utuh. 
Contoh: 
Fī Ẓilāl al-Qur‟ān 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-Jalālah (هللا) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan  huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
 billāh اب للْ  dīnullāh د ين ْهللاْ 
Adapun tā‟ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkankepada Lafẓ al-
Jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
 hum fī raḥmatillāhه م ِْف  ْرمحَة ْهللاْ 
 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  = subḥānahū wa ta„ālā 
saw.  = ṣallallāhu „alaihi wa sallam 





H  = Hijrah 
M  = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imrān/3: 4 
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Pokok masalah dalam skripsi ini membahas tentang Konsep Siyāsah Al-
Māliyah Pada Masa Khalīfah „Umar Bin Khaththab Dan „Utsman Bin „Affān 
sebagai sumbangsih umat islam sekaligus cikal bakal perkembangan praktik 
politik ekonomi islam saat ini. Dengan pokok masalah bagaimana Konsep Siyāsah 
Al-Māliyah Pada Masa Khalīfah „Umar Bin Khaththab Dan „Utsman Bin „Affān. 
Pokok masalah tersebut menimbulkan sub masalah, yakni: 1. Bagaimana cara 
pengelolaan kas negara pada masa Khalīfah „Umar bin Khaththab Dan‟Utsman 
bin Affān? 2. Bagaimana kebijakan pendistribusian harta Baitul Māl yang 
diterapkan oleh Khalīfah „Umar bin Khaththab dan „Utsman bin Affān untuk 
kemaslahatan umat islam kala itu? 3. Bagaimana perbandingan kebijakan 
keuangan negara pada MasaKhalīfah „Umar bin Khaththab dan „Utsman bin 
Affān? 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research), 
dengan pendekatan historis dan pendekatan normatif deskriptif. Adapun sumber 
data dari penelitian ini adalah data primer (berupa buku-buku dan jurnal ilmiah) 
dan data sekunder (blog-blog internet). Adapun data yang dipergunakan dalam 
pembahasan ini bersipafat explorative yang mana penelitian ini sebanyak mungkin 
menemukan penelitian terdahulu untuk mendapatkan kesimpulan dari komparasi 
antara Konsep Siyāsah MaliyahKhalīfah „Umar Bin Khaththab Dan Konsep 
Siyāsah MaliyahKhālifah „Utsman Bin Affaān. 
Berdasarkan penelusuran berbagai literature, „Umar bin Khaththab 
merupakan Khlifah ke tiga umat islam dan masa pemerintahannya berlangsung 
selama sepuluh tahun (13-23 H). selama masa pemerintahannya „Umar membuat 
banyak kemajuan di bidang siyāsah māliyah dengan menetapkan baitul māl 
sebagai sebuah lembaga resmi yang mengusrus dan menampung harta umat yang 
diperoleh dari zakat, jizyah, kharaj, fay‟, „usyr, serta Ghanimah. Ia juga 
membentuk diwan-diwan untuk mendistribusikan harta tersebut agar tersalurkan 
dengan baik serta memberikan tunjangan-tunjangan bagi setiap orang sesuai 
dengan porsinya masing-masing. Sehingga kesejahteraan umat sangat terasa pada 
masa itu. Sedangkan Utsman Bin „Affān adalah Khalifah keempat umat islam dan 
masa pemerintahannya berlangsung selama duabelas tahun (23-35 H). selama 
pemerintahannya Khalifah „Utsman tidak membuat terlalu banyak perubahan 
kebijakan dibidang siyāsah māliyah karena beliau hanya meneruskan apa yang 
telah ada di masa Khalifa‟Umar sehingga jalannya pemerintahandapat terlaksana 
dengan baik tetapi pada enam tahun kedua masa pemerintahannya „Utsman mulai 
diterpa isu nepotisme karena menjadikan beberapa kerabat dekatnya sebagai 





berlebihan yang diberikan khalifah oleh kerabatnya yang justru menimbulkan 
konflik. 
 Implikasi penelitian ini antara lain : 1. Proses pengelolaan keuangan 
negara pada masa masa Khalīfah „Umar Bin Khaththab dan „Utsman Bin „Affān 
dilakukan di Baitul Māl sebagai tempat untuk menghimpun pemasukan serta 
pengeluaran negara, 2.  Setelah melakukan penelitian dalam berbagai literatur 
ilmiah maka konsep Siyāsah Māliyah pada masa Khalīfah „Umar Bin Khaththab 
dan „Utsman Bin „Affān dalam mendistribusikan keuangan negara melalui 
beberapa dewan dapat mempermudah proses administrasi dan ketepatan 
penyaluran harta bagi siapa yang berhak menerimanya, 3. Sikap para khalīfah 
yang berlemah lembut dalam mengambil pajak membuat kehidupan msyarakat 
kala itu menjadi sejahtera 
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A. Latar Belakang Masalah 
Kesejahteraan masyarakat di dalam suatu negara dapat di lihat dari setiap 
kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah yang berkuasa pada Negara tersebut. 
Karena suatu Kebijakan yang diterapakan oleh pemerintah akan sangat 
berpengaruh bagi rakyatnya. Seperti kebijakan pelayanan sosial dan transfer 
sosial, layanan pendidikan, lapangan pekerjaan dan penanggulangan kemiskinan. 
Dalam menunjang kebijakan-kebijakan tersebut diperlukan pemerataan 
perekonomian dalam suatu negara.
1
 
Permasalahan keuangan negara selalu menjadi problem aktual diseluruh 
dunia, sama halnya dengan di Indonesia, dari mulai besarnya belanja yang 
dibutuhkan untuk kebutuhan para pejabat negara, ketidak seimbangan antara 
pemasukan dan pengeluaran hingga masalah hutang luar negeri yang belum juga 
terselesaikan. Permasalahan  Kebijakan berkaitan dengan Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara juga terjadi pada masa Khulāfaur Rāsyidīn. APBN itu berisikan 
berbagai rencana kebijakan yang meliputi kegiatan penerimaan dan pengeluaran 




Dalam perspektif islam kebijakan politik ekonomi dikenal dengan sebutan 
Siyasah Māliyah yang dalam kajiannya tidak terlepas dari Al-Qur‟an, Sunnah 
Nabi, Praktik yang di kembangkan Khulāfaur Rāsyidīn, dan pemerintahan islam 
sepanjang sejarah. Siyasah Māliyah bukanlah kajian yang asing dalam islam 
                                                             
1
Abdul Aziz Azamzami,”Negara Kesejahteraan dalam Kepemimpinan „Umar Bin 
Khattab”, Skripsi (Jakarta: Fak.Ushuluddin dan Filsafat UIN Jakarta , 2008), h. 1  
2
Suleman Jajuli,”Kebijakan APBN Khalifah „Umar Bin Khattab”, Al-Maslahah 1, No.1 




terutama setelah Nabi Muhammad saw beserta pengikutnya hijrah ke Madinah 
dan mulai membentuk suatu Negara dan sistem pemerintahan.
3
Shiddiq 
menjelaskan dalam Karim (2002) melihat fakta sejarah, pemikiran Islam seusia 
Islam itu sendiri. Sejak Nabi mempraktikkan ekonomi dikalangam masyarakat 
Madinah ketika itu perekonomian Islam dimulai. Praktik ekonomi yang telah 
dilakukan nabi dilanjutkan oleh generasi setelahnya hingga saat ini.
4
 
Seperti halnya dengan Siyāsah Dusturiyāh dan Siyāsah Dauliyāh, Siyāsah 
Māliyahpun diorientasikan untuk kepentingan umat. Oleh karena itu dalam 
Siyāsah Māliyah sangat berhubungan erat dengan tiga faktor yaitu, rakyat, harta, 
dan pemerintahan atau kekuasaan. Di kalangan rakyat ada dua kelompok besar 
yaitu orang kaya dan orang miskin yang harus bekerjasama dan saling membantu. 
Siyasah māliyah hadir agar kedua kelompok tersebut dapat melakukan hubungan 
timbal balik yang saling menguntungkan. Oleh karena Siyāsah Māliyah mengatur 
cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk menyatukan kedua kelompok ini 
agar kesenjangan yang ada diantaranya tidak semakin melebar.
5
 
Penerapan Siyāsah Māliyah dimulai ketika Nabi Muhammad saw 
mendirikan suatu tempat yang khusus menangani masalah keuangan negara yang 
disebut dengan Baitul Māl. Praktik Baitul Māl sendiri sebenarnya telah ada ketika 
Rasulullah saw memperoleh Ghanimah dari kemenangan kaum muslimin pada 
perang badar dan berselisih paham tentang pembagian harta. Sehingga turunlah 
firman Allah SWT dalam QS. Al-Anfāl:8/1 :  
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ِۖ َٚس   ُُِكى   ٛ ِهُحٕاْ رَاَخ تَ أَص  َٔ  َ ُسِٕلِۖ فَٱذهقُٕاْ ٱّلِله ٱنشه َٔ  ِ ََفَاُل ّلِِله ََفَاِلِۖ قُِم ٱۡل  ٍِ ٱۡل  ََك َع نُٕ َّ َكَأط يع واْ ّ 
ٍَ ٱ ِيُِٛ ؤ  َسُسٕنَُّۥٓ إٌِ ُكُرُى يُّ َٔ  َ ّْلِله
Terjemahnya :  
mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) harta 
rampasan perang. Katakanlah, ”Harta rampasan itu milik Allah dan Rasul-
Nya, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan 
diantara sesame kalian, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian 
benar-benar orang yang beriman. (QS. Al- Anfāl: 8/1).
6
 
Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang hukum pembagian Ghanimah 
sebagai hak seluruh muslim dan memberikan wewenang kepada Rasulullah saw 
untuk membagikannya sesuai dengan pertimbangannya mengenai kemaslahatan 
kaum muslim. Hanya saja saat itu Baitul Māl belum berbentuk sebuah lembaga 
resmi sehingga tidak memiliki tempat yang khusus kala  itu karena ketika 
Rasulullah saw memperoleh harta beliau langsung membagi-bagikannya saat itu 
juga  kepada kaum muslimin sampai tak bersisa sehingga kondisi kas baitul mal 
selalu kosong. Sumber lain dari baitul māl pada masa Rasulullah ialah Zakat dan 
Jizyah dan Kharaj. 
Ketika Rasulullah saw wafat maka kepengurusan Baitul Māl berpindah 
ketangan Abū Bakar Ash-shiddīq (632-634 M) selaku Khalīfah pertama yang 
ditunjuk untuk meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah. Pengelolaan Baitul 
Māl di masa tahun pertama keKhalīfahan Abū Bakar  tidak jauh berbeda pada saat 
Rasulullah. Abū Bakar dikenal sebagai Khalīfah yang berhati-hati dalam masalah 
harta. Bahkan pada hari kedua beliau menjadi Khalīfah, Beliau tetap berdagang 
dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya karena sang 
Khalīfah tidak ingin mengambil sepeserpun uang dari Baitul Māl.
7
 Tetapi dengan 
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saran „Umar agar KhalīfahAbū Bakar menemui Abū Ubaidah selaku pemegang 
kunci Baitul Māl dan menetapkan 4000 dirham per tahun sebagai gajinya selama 
menjadi  Khalīfah .  
Di Tahun  Kedua keKhalīfahannya Abū Bakar merintis embrio Baitul Māl 
dalam arti yang lebih luas. Beliau menjadikan Baitul Māl tidak hanya sebagai 
tempat menghimpun harta umat tetapi juga sebagai tempat penyimpanan harta 
negara bahkan Abū Bakar Ash-shiddīq menyiapkan tempat khusus dirumahnya 
berupa kantong atau karung untuk menyimpan harta yang akan dikirim ke 
Madinah. Zallum menjelaskan, jika datang kepadanya harta dari wilayah-wilayah 
kekuasaan Khilafah Islam yang dipimpinnya kala itu, Abu Bakar segera 
membawanya ke Masjid Nabawi dan membagikannya kepada orang-orang yang 
berhak. Dalam urusan itu, Ia dibantu Abu Ubaidah bin Jarrah. Hal ini 
berlangsung sampai Khalīfah wafat. Karena kehati-hatiannya dalam mengelola 
setiap harta yang ada di Baitul Māl sebelum wafat beliau berpesan kepada 
keluarganya agar mengembalikan 8000 dirham yang pernah diambilnya sebagai 
gaji khalīfah selama dua tahun kepemimpinannya.
8
 
Sepeninggal KhalīfahAbū Bakar Ash-shiddīq maka tampuk keKhalīfahan 
berpindah kepada „Umar bin Khaththab (634-644 M). Berdasarkan dalam buku 
Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran yang dikutip dari Al-Najjar bahwa 
Pada saat pemerintahan Khalīfah „Umar bin Khaththab wilayah kekuasaan islam 
saat itu dibagi menjadi delapan provinsi yakni Mekkah, Madinah, Syiriah, Jazirah, 
Kufah, Bashrah, Mesir dan Palestina yang dipimpin oleh gubernur sebagai 
pembantu khalifah di daerah. Seiring perluasan ini beserta permasalahan yang 
timbul sehingga Kahlifah tidak jarang mengandalkan ijtihad dan musyawarah 
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dalam setiap permasalahan yang beliau alami dalam urusan kenegaraan jika hal 
tersebut tidak dijelaskan secara jelas di dalam Al-Qur‟an dan Sunnah Nabi. Jasa 
Khalifah „Umar dalam perbendaharan islam ialah menjadikan Baitul Māl sebagai 
sebuah lembaga resmi yang menghimpun dan menangani segala urusan keuangan 
negara baik dari pendapatan maupun pengeluarannya. Pada  saat itu sangat banyak 
harta yang masuk ke dalam kas baitul mal yang bersumber dari jizyah, pajak 
perlindungan dari non muslim. Kharaj, pajak hasil bumi dari daerah-daerah yang 
ditaklukkan. Usyur, pajak barang impor yang dibawa oleh pedagang asing yang 




Selama memerintah, „Umar memelihara harta Baitul Māl secara hati-hati. 
Terkadang, selain menyimpannya di Baitul Māl , „Umar menyisihkan seperlima 
dari harta rampasan perang untuk dibagikan seara langsung pada kaum muslimin. 
Mengenai banyaknya Ia hanya menerima pemasukan sesuai syariat dan 
mendistribusikannya kepada yang berhak menerimnya. Beliau juga membentuk 
sejumlah diwan (kantor), mengangkat para penulisnya, menetapkan gaji dari 
Baitul Māl, serta membangun angkatan perang.
10
 Adapun pengeluaran yang 
menjadi prioritas utama pada masa „„Umar ialah pengeluaran dana pensiun bagi 
mereka yang bergabung dalam kemiliteran, baik muslim maupun non muslim. 
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Sehingga kepemimpinannya kesejahteraan dan kemakmuran umat islam 
sangat terasa bahkan oleh Khalīfah sendiri.
12
 
Setelah wafat, „Umar digantikan oleh „Utsman bin „Affān (644-656 M) 
dalam memimpin umat islam pada enam tahun pertama kepemimpinannya ia 
menaklukkan Balk, Kabul, Ghazni, Kerman Dan Sistan. Tak lama setelah 
penaklukan tersebut tindakan efektif dilakukan Khalifah „Utsman dalam rangka 
pengembangan sumber daya alam. Seperti pebuatan aliran sungai , pembuatan 
jalan dan sistem keamanan bagi orang-orang yang melakukan perdagangan 
dengan membentuk kepolisian tetap yang semua dananya diambil dari kas Baitul 
Māl. Dalam kepengurusan di baitul mal ia mengadopsi beberapa kebijakan yang 
telah ada pada masa Khalīfah „Umar Bin Khaththab. Dalam hal upahnya sebagai 
Khalīfah „Utsman tidak mengambilnya memngingat beliau adalah seorang 
pebisnis yang sukses dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga 
keluarganya.  
Lahan luas yang dimiliki keluarga kerajaan Persia yang telah diambil alih 
oleh „Umar dan simpannya sebagai lahan milik negara dan tidak dibagi-bagikan. 
Sementara di era „Utsman lahan tersebut dibagi-bagikan kepada individu untuk 
reklamasi dan untuk kontribusi sebagai bagian yang diprosesnya kepada Baitul 
Māl. Dilaporkan bahwa lahan ini pada masa Khalīfah „Umar Bin Khaththab 
menghasilkan sembilan juta dirham, sedangkan di era „Utsman meningakat 
menjadi lima puluh juta dirham. Pada periode selanjutnya dia juga mengizinkan 
menukar lahan tersebut dengan lahan yang ada di Hijaz dan Yaman, sementara 
kebijakan „Umar tidak demikian. Harta zakat pada masa „Utsman mencapai rekor 
tertinggi dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya
13
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Setelah meninggalnya Khalīfah „Utsman Bin Affān, Alī terpilih sebagai 
khalifah dengan suara bulat. Dalam hal penerimaan negara, Ali masih 
membebankan pungutan khums atas ikan atau hasil hutan. Menurut Baladhuri, Ali 
membebankan para pemilik hutan 4.000 dirham. Khalifah Ali mendistribusikan 
seluruh pendapatan di baitul mal ke provinsi yang ada di madinah, bushra, dan 
kufah. Sistem distribusi setiap sepekan sekali pertama kali di berlakukan dengan 
menetapkan hari kamis sebagai hari pendistribusian atau hari pembayaran yang 
perhitungannya diselesaikan pada hari itu juga sedangkan hari sabtu adalah hari 
dimulainya perhitungan yang baru. Dalam hal alokasi pengeluaran masih tetap 
sama sebagaimana halnya pada masa kepemimpinan Khalīfah 
„Umar.
14
Pengeluaran untuk angkatan laut yang ditambah jumlahnya di era 
„Utsman hampir dihilangkan oleh khalīfah Ali karena sepanjang garis pantai 
Syiria, Paletina, dan Mesir dikuasai oleh Muawiah. Fungsi lain baitul mal tetap 
sama seperti dulu dan tidak ada perkembangan aktifitas yang berarti pada periode 
ini.  
Dari uraian diatas dapat terlihat perkembangan baitul mal dari masa ke 
masa. Dimasa Rasulullah dan Khalīfah Abū Bakar, Baitul Māl masih belum 
berbentuk sebagai sebuah lembaga resmi ia hanya dijadikan tempat untuk 
menyalurkan harta umat agar tercapai kemaslahatan dan kesejahteraan. Berbeda di 
zaman „Umar hingga Ali dimana baitul mal sudah menjadi sebuah lembaga resmi 
bahkan sistem pembendaharaanya dan administrasinya dilakukan dengan sangat 
baik.  
Islam sendiri selalu menaruh perhatian lebih terhadap fakir miskin dan 
kaum yang lemah. Sehingga keberadaan Baitul Māl sangatlah penting dalam 
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pendistribusian harta tersebut yang tentu saja didasarkan pada nilai-nilai keimanan 
dan moral serta diuraikan dalam aturan hukum agar ada keadilan dan kepastian.
15
 
Berdasarkan  pemaparan diatas penulis hanya akan fokus pada kajian 
Siyāsayah MāliyahKhalīfah „Umar bin Khaththab dan Khalīfah‟Utsman bin Affān 
dalam mengelola keuangan negara karena pada zaman itulah perkembangan 
Baitul Māl mengalami perubahan yang cukup berarti dari zaman Khalīfah 
sebelumnya, dengan judul Konsep Siyasah Al-MāliyahKhalīfah „Umar bin 
Khaththab dan „Utsman bin Affān (studi komparasi). 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, pokok masalah yang ingin 
penulis ketahui adalah bagaimanakah konsep al-maliyah pada masa Khalīfah 
„Umar bin Khaththabdan‟Utsman bin Affān. Berdasarkan pokok masalah diatas 
maka dapat dirumuskan sub masalah sebagai berikut :   
1. Bagaimana cara pengelolaan kas negara pada masa Khalīfah „Umar bin 
Khaththab Dan‟Utsman bin Affān? 
2. Bagaimana kebijakan pendistribusian harta Baitul Māl yang diterapkan 
oleh Khalīfah „Umar bin Khaththab dan „Utsman bin Affān untuk 
kemaslahatan umat islam kala itu? 
3. Bagaimana perbandingan kebijakan keuangan negara pada MasaKhalīfah 
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C. Pengertian Judul 
Skripsi ini berjudul „‟Konsep Siyāsah Māliyah Khalifah mar Bin 
Khaththabdan „Utsman bin Affān( Studi Komparasi )‟‟ memiliki pengertian 
sebagai berikut, 
Kata siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus al Munjid dan 
lisan al-„ Arab berarti mengatur,mengurus dan memerintah. Secara terminologis 




Sedangkan pengertian siyasah secara istilah menurut Ibn `Aqil 
sebagaimana dikutip Ibn al- Qayyim mendefinisikan Siyāsah adalah segala 
perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih 
jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah 
Swt. tidak menentukannya.
17
Māliyah sendiri bermakna harta benda, kekayaan, 
dan harta. Berasal dari bahasa arab yang disebut al-Māl yang secara etimologi 
berarti condong, cenderung atau miring. Karena manusia cenderung ingin 
memiliki dan menguasai harta. 
Berangkat dari pengertian diatas maka penulis berkesimpulan bahwa 
Siyāsah Māliyah adalah usaha pemerintah untuk mengelola dan mengatur 
keuangan  negara berdasarkan kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk kepentingan 
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D. Tinjauan Pustaka 
Berdasarkan tema yang diangakat maka sumber data yang dibutuhkan 
berkaitan dengan buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan Siyāsah 
Māliyah. 
1. Muhammad Iqbal dalam bukunya Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin 
Politik Islam dimana dalam buku ini menggambarkan sketsa historis 
praktik dan pemikiran ketatanegaraan yang pernah berkembang dalam 
islam yang diawali dengan penelusuran terhadap system pemerintahan 
yang pernah dipraktikkan oleh umat islam sepanjang sejarah sejak masa 
nabi Muhaammad saw hingga Turki usmani pada abad ke 20. Selanjutnya 
pembahasan diarahkan pada teori dan konsep penting dalam pemerintahan 
dan kenegaraan islam sampai ke berbagai aspek kajian fiqh siyasah dalam 
bidang perundang-undangan negara (siyāsah dusturiyah), pengelolaan 
keuangan negara (siyāsah maliyah), dan hubungan internasional antar 
negara islam dan negara lain (siyāsah kharijiyah). 
2. H. A. Djazuli dalam bukunya Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan 
Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah yang didalamya mencoba 
membedah berbagai persoalan dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam fiqh 
siyasah untuk menemukan harmonisasi antara al-kulli 
(global/universal)dan juz i (parsial) serta menemukan relevansi semangat 
ajaran dengan kenyataan yang konkret serta relevansi antara maqashid 
syariah dengan cara-cara akhlaki dibidang siyāsah dusturiyah, dauliyah, 
dan māliyah. 
3. J. Suyuti Pulungan dalam bukunya Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan 
Pemikiran dimana didalamnya mengkaji keberagaman khazanah 




atau tata negara yang pernah dipraktekkan dan dipikirkan islam di pentas 
sejarah. 
E. Metode Penelitian 
Secara garis besar, objek kajian sejarah meliputi segala aspek dan bentuk 
kegiatan yang ditinggalkan manusia dimasa lampau maupun sosial komunal, 
berbentuk fisik maupun non fisik.
18
 
Metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan 
data yang akan diguanakan untuk kepentingan penelitian. 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian pustaka (library 
research). Yakni mencari dan menemukan semua literature yang berkaitan dengan 
Siyāsah Maliyah dalam hal ini pesngeloaan keuangan negara terkait pendapatan 




Sifat penelitiannya explorative yang mana penelitian ini sebanyak 
mungkin menemukan penelitian terdahulu untuk mendapatkan kesimpulan dari 
komparasi antara Konsep Siyāsah MaliyahKhalīfah „Umar Bin Khaththab Dan 
Konsep Siyāsah MaliyahKhālifah „Utsman Bin Affaān. 
2. Pendekatan penelitian 
Dalam penelitian menggunakan dua jenis pendekatan yaitu : 
a. Pendekatan hitoris, merupakan pengungkapan apa, siapa, kapan, di mana, 
dan bagaimana suatu peristiwa terjadi dan tersusun secara lengkap 
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b. Pendekatan normatif dan dekskriptif. Normative adalah mengkaji suber-
sumber yang bersal dari ajaran agama yang ada kaitannya dengan 
penelitian skripsi ini. Sedangkan deskriptif adalah penelitian yang 
berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peritiwa, pada saat sekarang.
21
 
3. Sumber data 
Sumber data adalah kaitannya mengenai darimana seorang peneliti 
memperoleh sebuah informasi mengenai apa yanga akan di telitinya. Adapun 
sumber data yang di peroleh untuk penelitian ini berasal dari :
22
 
a) Ayat-ayat alquran yang berkaitan mengenai Siyāsah Māliyah. 
b) Buku-buku yang membahas mengenai Siyāsah Māliyah dimasa 
pemerintahan Khulāfaur Rasyidīn. 
c) Sebagai sumber tambahan penulis juga memperoleh data dari blog-blog di 
internet dan jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. 
 
F. Tujuan dan Kegunaan  
Penelitian dilakukan sebagai rangkaian tugas akhir dalam memenuhi 
syarat untuk memperoleh gelar S1.Adapun tujuan dan dari penelitian ini ialah : 
1. Untuk mengetahui cara pengelolaan kas negara pada masa Khalīfah „Umar 
bin Khaththab dan „Utsman bin Affān.  
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2. Untuk mengetahui bagaimana pendistribusian harta pada masa Khalīfah 
„Umar bin Khaththab dan „Utsman bin Affān. 
3.  Untuk mengetahui dan memperluas wawasan mengenai komparasi 
(perbandingan) konsep siyāsah al-māliyah yang diterapkan  Antara 
Khalīfah „Umar bin Khaththab Dan‟Utsman bin Affān. 
Adapun kegunaan dari penelitian ini ialah : 
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan 
baru tentang siyasah māliyah beserta konsep yang dikembangkan pada 
masa Pemerintahan Khalīfah „Umar bin Khaththab Dan‟Utsman bin Affān. 
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi siapa yang 
membutuhkan juga sebagai bahan komparatif terhadap perkembangan 
serta perubahan-perubahan sistem ekonomi politik . 
3. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan 
referensi bagi mahasiswa yang ingin memperoleh informasi yang 















TINJAUAN TEORITIS SIYĀSAH MĀLIYAH TERHADAP KEUANGAN 
NEGARA 
A. PengertianSiyāsah Māliyah 
Kata siyāsah maliyah berasal dari bahasa arab yang terdiri dari siyasah dan 
maliyah. Siyasah berarti berasal dari kata  ساس (sāsa) yang berarti mengatur, 
mengurus suatu pemerintahan, politik, pembuatan kebijakan atau keputusan.
23
 
Ada juga yang menyatakan siyasah berarti mengatur sesuatu dengan membawa 
kemaslahatan atau sebagai undang-undang yang dibuat untuk memelihara 
ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur beberapa hal.
24
 
Menurut Imam Abul Wafa Ibnu „Aqil Al Hambali bahwa siyasah (politik) 
adalah semua tindakan yang dengannya manusia lebih dekat dan semakin jauh 
dari kerusakan meskipuntindakan itu tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah 
saw dan diterangkan secara tersurat dalam al-qur‟an. Imam an nawawi 
mengatakan makna siayasah ialah menegakkan atau menunaikan sesuatu dengan 
apa-apa yang bisa memperbaiki sesuatu itu
25
 
Dengan melihat beberapa definisi diatas maka penulis menyimpulkan 
bahwa siyasah adalah sebuah kebijakan politik yang dibuat oleh pemerintah untuk 
mengatur masyarakat agar memperoleh kemaslahatan. 
Sedangkan kata Māliyah sendiri bermakna harta benda, kekayaan, dan 
harta. Berasal dari bahasa arab yang disebut al-Māl yang secara etimologi berarti 
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condong, cenderung atau miring. Karena manusia cenderung ingin memiliki dan 
menguasai harta. 
Dengan demikian berdasarkan pengertian diatas maka penulis 
menyimpulkan bahwa siyasah maliyah adalah sebuah kebijakan yang dibuat 
pemerintah dalam mengatur keuangan negara berkenaan dengan pendapatan dan 
pengeluaran negara agar tercapai kemaslahatan dan kesejahteraan umat. 
 
B. Dasar Hukum Siyāsah Māliyah 
a. Al- Qur’an 
Al-Qur‟an merupakan kitab suci agama Islam. Umat islam meyakini 
bahwa Al-Qur‟an adalah puncak dan penutup wahyu Allah yang diperuntukkan 
bagi manusia, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. Melalui perantara 
Malaikat Jibril. Secara etomologi atau segi kebahasaan Al-qur‟an berasal dari 
bahasa Arab yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Kata 
Al-qur‟an adalah bentuk kata benda (masdar) dari kata kerja Qara‟a yang artinya 
membaca. Konsep pemakaian kata ini dapat dilihat pada salah satu surat Al-
Qur‟an sendiri yakni QS. Qiyamah:75/17-18.
26
 
َُّۥ َءا ُّ فَٱذهثِع  قُش  ََٰ
َُّۥ فَئِرَا قََشأ  َءا قُش  َٔ عَُّۥ   ً َُا َج  ٛ ٌَ َعهَ ِإِ
Terjemahnya :   
17.  Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di 
dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. 
18.  Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya 
itu.  
Isi kandungan Al-Qur‟an memiliki dua dimensi ,yaitu vertikal dan 
horizontal. Dimensi vertikal, yaitu dimendisi yang mengatur hubungan khusus 
antara manusia dengan tuhannya (bersifat ubudiyyah). Sedangkan dimensi 
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horizontal, yaitu dimensi yang mengatur hubungan antara sesama manusia atau 
hubungan sosial kemasyarakatan (social relation).
27
 
Sedangkan menurut penulis Al- Qur‟an adalah Kalamullah yang 
diturunkan secara muthawatir oleh Allah melalui perantara Malaikat Jibril Kepada 
Rasulullah saw. Untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Karena sifat 
Al-qur‟an yang langsung diturunkan oleh Allah SWT sendiri maka dari itu Al-
qur‟an menjadi sumber hukum yang pertama dan utama bagi umat islam yang 
dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menetapkan hukum, bila seseorang 
ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian  maka tindakan pertama yang 
harus dilakukan ialah mencari jawaban penyelesaiannya dalam Al-qur‟an dan jika 
ingin menggunakan sumber hukum lain selain daripada Al-qur‟an, harus 
dilakukan sesuai dengan petunjuk yang ada pada Al-qur‟an dan tidak boleh 
melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Al-qur‟an.
28
 
Dalam Siyāsah Māliyah sumber Al-qur‟an sebagai sumber hukum dalam 
menyelesaikan  masalah keuangan negara dan pendapatan negara. Berikut adalah 
beberapa contoh sumber hukum Siyāsah Māliyah dalam Al-Qur‟an : 
1. QS. Al-Hisyr: 59/7 
 َٰٗ ًَ
ََٰ َٛر ٱن  َٔ  َٰٗ تَ قُش 
ِنِز٘ ٱن  َٔ ُسِٕل  ِنهشه َٔ  ِ ه َٰٖ لِلََفِ قَُش
ِم ٱن   ْ َ ٍ  أ َٰٗ َسُسِٕنِّۦ ِي ُ َعهَ آ أَفَآَء ٱّلِله يه
ٍِ ٱنسهثِِٛم كَ  ٱت  َٔ  ٍِ ِكٛ َسَٰ ًَ
ٱن  ُسُٕل َٔ ُكُى ٱنشه َيآ َءاذَىَٰ َٔ  ۡۚ َُِٛآِء ِيُُكى  َغ  ٍَ ٱۡل   ٛ  تَ
ٌَ دُٔنَحََۢ ٙ  ََل َُٚكٕ
ِعقَاِب   َ َشِذٚذُ ٱن  ٌه ٱّلِله َِۖ إِ ٱذهقُٕاْ ٱّلِله َٔ  
ُٕٓاْۚۡ ُّ فَٱَرَ  ُ كُى  َع ىَٰ َٓ َ َيا  َٔ  فَُخزُُِٔ 
Terjemahnya : 
Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya 
(dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk 
Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan 
orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara 
                                                             
27
 Abd. Salam Arief,”Pembaruan  Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita. 
Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut”, (Yogyakarta; Lesfi; 2003), h. 83.  
28





orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, 
maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan 
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.
29
 
2. QS. Al-Anfāl: 8/41 
 َٰٗ تَ قُش  ِنِز٘ ٱن  َٔ ُسِٕل  ِنهشه َٔ َسُّۥ  ًُ ِ ُخ ٌه ّلِِله َ ٖء فَأ  ٙ ٍ َش رُى ّيِ  ً ا َغُِ ًَ اْ أََه ٕٓ ًُ هَ ٱع  َٔ ۞
َو ٱ  ٕ َا َٚ ِذ َٰٗ َعث  َُا َعهَ َيآ أَََزن  َٔ  ِ ٍِ ٱنسهثِِٛم إٌِ ُكُرُى  َءاَيُرُى تِٱّلِله ٱت  َٔ  ٍِ ِكٛ َسَٰ ًَ
ٱن  َٔ  َٰٗ ًَ
ََٰ َٛر ٱن  فُش  َٔ
ٌِ ن  قَا
ٖء قَِذٌٚش    ٙ َٰٗ ُكّمِ َش ُ َعهَ ٱّلِله َٔ  ٌِِۗ عَا  ً َج
رَقَٗ ٱن  َو ٱن   ٕ َٚ 
 
Terjemahnya : 
41.  Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai 
rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat 
Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu 
beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba 
Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. 




Kata al-ḥadits menurut bahasa berarti al-jadid (sesuatu yang baru). Bisa 
juga berarti Al-Khabar (berita), yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan 
dipindahkan dari seseorang kepada yang lain.
31
 Dalam terminologi islam istilah 
ḥadits berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi 
Muhammad saw. ḥadits menurut istilah ulama ahli ḥadits ialah apa yang 
diriwayatkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapannya, sifat 
jasmani atau sifat akhlak.
32
 
Kedudukan ḥadits Nabi sebagai sumber hukum ialah yang kedua setelah 
Al-Qur‟an dan telah diterima oleh seluruh ulama dan umat islam, baik dikalangan 
Sunni ataupun Syiah serta aliran Islam lainnya. Legitimasi  ini tidak diraih oleh 
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pengakuan komunitas muslim terhadap Nabi sebagai orang yang berkuasa tetapi 
diperoleh melalui kehendak ilahiyah. Oleh karena itu segala perkataan perbuatan 
dan takrir beliau dijadikan pedoman dan panutan oleh umat islam dalam 
kehidupan sehari-hari. Terlebih jika diyakini bahwa Nabi selalu mendapat 




Pada prinsipnya hadits Nabi  merupakan penjelas (bayan) terhadap apa 
yang disinggung Al-Qur‟an secara terbatas. Pada dasarnya hadits berfungsi 
menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Qur‟an dengan segala bentuknya. Allah 
menetapkan hukum dalam Al-Qur‟an adalah untuk diamalkan karena dalam 
pengamalan itulah terletak tujuan yang disyariatkan. Tetapi pengamalan hukum 
Allah itu dalam bentuk tertentu tidak akan terlaksana menerut apa adanya sebelum 
diberi penjelsan oleh Nabi Muhammad saw.
34
 
Kaitan antara ḥadits dan Siyāsah Māliyah merupakan bagian yang tidak 
dapat dipisahkan antara satu dan yang lainnya. Sebab Siyāsah Māliyah dapat 
dikatakan sebagai suatu ilmu yang lahir dari hasil pemahaman terhadap ḥadist 
Nabi saw.  
Dalam Siyāsah Māliyah sumber ḥadits sebagai sumber hukum yang kedua 
setelah Al-Qur‟an yang mejelaskan tentang pengelolaan keuangan negara yang 
berkenaan dengan pendapatan dan pengeluaran negara yang sesuai. Berikut 
Beberapa contoh hadits yang berkaitan dengan siyasah Maliyah antara lain : 
“ Orang yang bekerja untuk orang yang lemah dan orang miskin adalah seperti 
orang yang jihad di jalan Allah SWT Shalat dan puasa sepanjang masa.” (ḤR. 
Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi). 
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“ Siapa yang mengambil sebahagian harta orang mslim tanpa haknya, dia 





C. Ruang Lingkup Siyāsah Māliyah  
Siyāsah Māliyah mempunyai dua aspek kajian, yaitu Kajian tentang 
kebijakan pengelolaan sistem keuangan negara dan Kajian tentang pengelolaan 
sumber daya alam,
36
 tetapi yang saya fokuskan pada pembahasan dalam tulisan ini 
adalah mengenai aspek kajian pengelolaan sistem keuangan negara.  
Siyāsah Māliyah merupakan aspek yang sangat penting dalam mengatur 
pendapatan dan pengeluaran negara untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam  
perspektif Siyāsah Māliyah adalah bagaimana cara membuat kebijakan yang 
mengharmonisasikan antara orang kaya dan orang miskin, sehingga kesenjangan 
diantara kedua kaum tersebut tidak semakin melebar.
37
 
Dari sini dapat kita lihat bahwa islam sangat menaruh perhatian yang lebih 
terhadap fakir miskin dan juga kaum yang lemah sehingga kepedulian ini yang 
harus diperhatikan oleh penguasa dalam membuat segala kebijakan keuangan 
negara agar masyarakatnya terbebas dari kemiskinan dan juga kesenjangan sosial. 
Dalam memakmurkan kehidupan di dunia ini QS. Hud: 11/61 sebagai 
berikut : 
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َٕ أَََشأَُكى يِّ  ُْ ُشُِۖۥِ   ٛ ٍّ َغ
ٍ  إِنََٰ َ َيا نَُكى ّيِ ثُذُٔاْ ٱّلِله ِو ٱع   ٕ قَ ِهٗحاۚۡ قَاَل ََٰٚ ُْى  َصَٰ ٕدَ أََخا ًُ َٰٗ ثَ إِنَ َٔ ۞ ٍَ
ِجٛٞة   ٌه َستِّٙ قَِشٚٞة يُّ ِّۚۡ إِ  ٛ اْ إِنَ ٕٓ ِفُشُِٔ ثُىه ذُٕتُ رَغ  َٓا فَٱس  َشُكى  فِٛ ًَ رَع  ٱس  َٔ ِض  َس   ٱۡل 
Terjemahnya : 
61.  Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh 
berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan 
selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan 
kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian 
bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) 
lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)".
38
 
Berikut Ruang lingkup Siyāsah Māliyah yang berkenaan dengan sistem 
keuangan negara antara lain : 
a. Hak Milik 
Dalam islam telah ditetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap 
suatu harta kekayaan yang dihasilkan melalui cara yang halal dan tidak melanggar 
hukum syara‟. Islam juga telah menetapkan cara melindungi hak milik ini dari 
pencurian, perampokan, dan perampasan yang dilengkapi dengan saksi. Seorang 
pemilik harta juga dapat memanfaatkan hartanya dengan cara menjualnya, 





Zakat merupakan harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan 
kepada orang yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat.
40
Zakat 
merupakan rukun islam yang ke empat dan hukumnya adalah fardhu „ain atas 
tiap-tiap orang yang cukup syaratnya. Dalam islam kewajiban membayar zakat 
sama nilainya dngan rukun islam yang lainnya seperti, syahadat, sholat, puasa di 
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bulan Ramadhan serta haji. Kewajiban dalam membayar zakat dibebankan atas 
harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu. Sehingga jika seseorang tidak 
berzakat padahal ia mampu maka sama saja ia telah  mengingkari rukun islam 
yang lain yakni sholat dan sebagainya sehingga konsekwensinya adalah tidak 
akan sempurna iman seseorang jika ia tidak membayar zakat.
41
 Sebagaimana 
firman Allah SWT dalam surat At-Tuabah: 9/11 yang berbunyi:  
ٖو   ٕ ِد ِنقَ ََٰٚٓ ُم ٱۡل  َُفَّصِ َٔ  ٍِِۗ ٚ َُُكى  فِٙ ٱنذِّ ََٰٕ جَ فَئِخ  َٰٕ َك اْ ٱنزه ُٕ َ َءاذ َٔ جَ  َٰٕ هَ أَقَاُيٕاْ ٱنصه َٔ  فَئٌِ ذَاتُٕاْ 
  ٌَ ٕ ًُ هَ  َٚع 
Terjemahnya : 
11.  Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, 
maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami 
menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.
42
 
 Sesungguhnya zakat dapat menghindarkan manusia dari sifat kikir dan cinta 
yang berlebihan kepada harta benda dunia dan dapat menumbuhkan sifat-sifat 
kebaikan dalam hati manusia. Zakat mulai diberlakukan dan diwajibkan kepada 
umat islam pada tahun ke dua hijriah. Zakat terbagi atas 3 yakni, Zakat Maal yang 
meliputi binatang ternak, emas, dan perak, biji makanan yang mengenyangkan, 
buah-buahan, serta harta perniagaan. Ada juga zakat fitrah yang dikeluarkan 
setiap setahun sekali yaitu pada saat bulan ramadhan dan juga zakat rikaz.
43
 
Terkait dengan yang berhak menerima zakat fitrah telah diatur dengan 
jelas dalam Al-qur‟an surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi : 
قَابِ  فِٙ ٱنّشِ َٔ ى   ُٓ َؤنهفَِح قُهُٕتُ ًُ
ٱن  َٔ ا  َٓ  ٛ ٍَ َعهَ ِهٛ ًِ عََٰ
ٱن  َٔ  ٍِ ِكٛ َسَٰ ًَ
ٱن  َٔ فُقََشآِء 
ُد ِنه  ذَقََٰ ا ٱنصه ًَ  ۞إَِه
ُ َعِهٌٛى َحِكٛٞى   ٱّلِله َٔ  ِِۗ ٍَ ٱّلِله ٍِ ٱنسهثِِٛمِۖ فَِشَٚضٗح ّيِ ٱت  َٔ  ِ فِٙ َسثِِٛم ٱّلِله َٔ  ٍَ ِشِيٛ
غََٰ ٱن  َٔ 
Terjemahnya : 
60.  Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, 
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orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk 
hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk 
jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu 




 Jadi selain delapan golongan diatas maka tidak dibenarkan seorang 
muslim menerima zakat fitrah. Sedangkan mengenai orang yang mendapatkan 
barang temuan atau zakat rikaz maka diwajibkan bagi yang menemukan 
mengeluarkan zakatnya sebesar seperlima dari barang temuan atau sebesar 20% 




Secara bahasa Jizyah berasal dari bahasa arab yang berarti balasan atau 
imbalan. Jadi Jizyah adalah upeti yang harus dibayarkan oleh orang-orang non 
muslim yang tinggal di dalam wilayah negara islam yang disebut Ahl Zimmah 
guna memperoleh perlindungan dan juga keselamatan sebagai imbalan dari 
pemerintah islam dari kewajiban membayar jizyah. Menurut  Yusuf Qardawi 
tentang  Jizyah merupakan pajak atas jaminan keselamatan dan kebeasan bergerak 
orang-orang non muslim di negara islam.
46
 Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy 
mengatakan bahwa jizyah adalah pajak yang diwajibkan kepada semua orang  




 Dalam sejarah islam bahwa Rasulullah pertama kali melakukan pungutan 
atas jizyah yakni setahun sebelum beliau wafat tepatnya pada tahun 9 Hijriah. 
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Pengenaan pungutan ini dijatuhkan terhadap kelompok Kristen Najran yang 
berada diluar kota Madinah.
48
 Peristiwa ini selanjutnya menjadi tonggak awal 
sahabat Rasulullah yang berkauasa pasca wafatnya Rasul untuk menentukan 
kebikajakan  mengenai eksistensi non Muslim di Negara Madinah. 
Adanya jizyah itu berdasarkan firman Allah dalam al-qur‟an surah at-
taubah: 9/29 yang berbunyi : 
َسُسٕنُُّ  َٔ  ُ َو ٱّلِله ٌَ َيا َحشه ُيٕ ََل َُٚحّشِ َٔ ِٓخِش  ِو ٱۡل   ٕ َٛ
ََل تِٱن  َٔ  ِ ٌَ تِٱّلِله ُٕ ِي ٍَ ََل ُٚؤ  رِهُٕاْ ٱنهِزٚ
ََل قََٰ َٔ ۥ 
  ٌَ ِغُشٔ ُْى  َصَٰ َٔ َٚحَ َعٍ َٖٚذ  ِجز 
ُطٕاْ ٱن  َٰٗ ُٚع  َة َحره ِكرََٰ ٍَ أُٔذُٕاْ ٱن  ٍَ ٱنهِزٚ َحّقِ ِي
ٍَ ٱن  ٌَ ِدٚ ُٕ  َِٚذٚ
Terjemahnya : 
29.  Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak 
(pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang 
diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama 
yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab 
kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang 
mereka dalam keadaan tunduk.
49
 
Dalam ayat ini sangat jelas bahwa Allah memerintahkan orang-orang 
beriman untuk memerangi orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani, 
yang tidak percaya bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya dan tidak beriman 
kepada hari kebangkitan dan hari pembalasan, tidak menjauhkan diri dari apa 
yang di haramkan Allah dan Rasul-Nya seperti bangkai, daging babi, khamr, dan 
riba dan tidak tunduk kepada syariat yang telah ditetapkan Allah hingga mereka 
membayar Jizyah untuk kalian dengan tangan mereka dan dengan penuh kehinaan 
dan ketundukan, dengan syarat mereka memiliki kemampuan dan kelapangan. 
Jika mereka telah membayar jizyah, maka wajib bagi kalian memberi 
perlindunagan, serta kebabasan menjalankan agama mereka, dan wajib  bagi 
kalian untuk memperlakukan mereka dengan adil dan haram bagi kalian untuk 
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Golongan orang- orang yang dibebankan kepadanya jizyah atau yang  
wajb membayar jizyah ada 4 golongan yaitu
51
 : 
1. Ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. 
2. Orang yang memiliki sesuatu menyerupai kitab, yaitu orang-orang 
Majusi. 
3. Orang-orang yang murtad, artinya orang-orang yang sebelumnya 
beragama islam lalu keluar dari agama islam atau kembali menjadi 
kafir. 
4. Orang-orag Nasrani dari Bani Taghlib, yaitu orang-orang Arab 
jahiliyyah yang kemuadian memeluk agama Nasrani. 
Perolehan jizyah yang didapatkan dari warga negara bukan islam adalah 
imbangan zakat yang diambil dari warga negara yang muslim. Karena itu tiap 
warga negara yang mampu wajib memberikan sebagian hartanya untuk 
kemaslahatan bersama sebagai imbangan atau hak hak yang mereka terima.   
Mengenai  besarnya jizyah rasul mengatakan hanya satu dinar atau seharga satu 
bahan pakaian untuk satu orang dari Yaman. Abu Ubaid tidak tidak menyebutkan 
kasus lain selain kasus orang yaman ini.
52
 Tetapi, Para ahli fikih memberikan 
pendapat yang berbeda mengenai besarnya jizyah yang harus dikeluarkan oleh Ahl 
Zimmah Abu Abu Hanifah mengelompokkan besarnya jizyah yang harus dibayar 
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kepada tiga kelompok. Kelompok pertama, orang kaya yang dipungut jizyah 
sebesar empat puluh delapan dirham. Kelompok kedua, kalangan menengah 
membayar jizyah sejumlah dua puluh dirham. Kalangan fakir dari mereka di 
pungut sekedar yang terbesar dan melarang hak pemerintah untuk dalam 
menetapkan jizyah ini. Di dalam menentukan kriteria kekayaan ada perbedaan 
pendapat. Ada yang mengatakan bahwa orang yang dianggap kaya mempunyai 
harta sejumlah sepuluh ribu dirham keatas, golongan menengah adalah yang 
mempunyai harta sejuamlah dua ratus keatas dan golongan fakir adalah orang 
yamg mempunyai harta kurang dari dua ratus dirham.
53
 Jumlah jizyah secara 
umum  adalah sesuai kemampuan ahl aldhimmah. Tidak memberatkan mereka 
maupun merugikan pendapatan orang islam, tidak ada ketentuan baku tentang 
jumlahnya. 
d. Ghanimah 
Ghanimah adalah harta rampasan
54
 atau  harta yang diperoleh umat islam 
melalui jalan peperangan  atau penaklukan melawan orang-orang non muslim. 
Ghanimah merupakan hal-hal yang dirampas oleh orang-orang islam dari tentara 
kafir yang meliputi tanah, tawanan perang, dan harta yang dapat dipindah-
pindahkan seperti, kuda, dirham, pedang dsb. Pembagian harta Ghanimah diatur 
secara jelas dalam surat Al- Anfāl: 8/41 yang berbunyi : 
 َٰٗ ًَ
ََٰ َٛر ٱن  َٔ  َٰٗ تَ قُش 
ِنِز٘ ٱن  َٔ ُسِٕل  ِنهشه َٔ َسُّۥ  ًُ ِ ُخ ٌه ّلِِله َ ٖء فَأ  ٙ ٍ َش رُى ّيِ  ً ا َغُِ ًَ اْ أََه ٕٓ ًُ هَ ٱع  َٔ ۞
ٍِ ٱنسهثِِٛم إٌِ ُكُرُى  َءاَيُرُى تِٱ ٱت  َٔ  ٍِ ِكٛ َسَٰ ًَ
ٱن  رَقَٗ َٔ
َو ٱن   ٕ َٚ ٌِ قَا فُش 
َو ٱن   ٕ َا َٚ ِذ َٰٗ َعث  َُا َعهَ َيآ أَََزن  َٔ  ِ ّلِله
ٖء قَِذٌٚش    ٙ َٰٗ ُكّمِ َش ُ َعهَ ٱّلِله َٔ  ٌِِۗ عَا  ً َج
 ٱن 
Terjemahan : 
41.  Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai 
rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat 
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Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu 
beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba 
Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. 
Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
55
 
Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa harta ghanimah diakui dalam islam 
dan sah untuk dipakai setelah ada pembagian untuk Allah dan Rasul-Nya yaitu 
seperlima bagian.  Kehalalan harta ghanimah ini juga dijelaskan dalam Al-Qur‟an 
surat al-Anfāl: 8/69 yang berbunyi : 
ِحٛٞى   َ َغفُٕٞس سه ٌه ٱّلِله َۚۡ إِ ٱذهقُٕاْ ٱّلِله َٔ ٗٗل َطِّٛٗثاۚۡ 
رُى  َحهََٰ  ً ا غَُِ ًه  فَُكهُٕاْ ِي
Terjemahnya : 
69.  Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu 
ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada 
Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
56
 
Dalam ayat ini dijelaskan bahwa harta ghanimah halal untuk dimakan dan 
juga di pergunakan sesuai dengan kehendak pemiliknya asal hal tersebut tidak 
bertentangan dengan hukum syara. Selain halal lagi baik, harta ghanimah baik 
pula bentuk fisiknya juga halal dalam pemakaiannya. Setelah menjelaskan 
kehalalannya, Allah memerintahkan untuk mengkonsumsi ghanimah agar mereka 
tetap bertakwa kepada Allah SWT. Karena boleh jadi ketika seseorang telah 
memiliki harta yang berlimpah Ia enggan lagi untuk berjihad di jalan Allah serta 
takut bila harta tersebut habis jika dipergunakan dalam berjihad dijalan Allah 
sehingga mereka jatuh miskin atau ketika harta mereka terus bertambah 
jumlahnya mereka akan merasa takut mati karna akan meninggalkan harta 
tersebut. Sehingga Allah mengatakan dalam firmannya melalui surat Al-Anfāl: 
8/69 “bertaqwalah kamu kepada Allah” sebab taqwa adalah obatnya penyakit hati 
dan juga penawar bagi orang-orang yang takut mati. 
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e. Fay‟  
Fay‟ secara bahasa berarti pajak.
57
 Sedangkan secara terminology adalah 
harta yang diperoleh umat islam dari orang-orang non muslim secara sukarela 
tanpa menggunakan peperangan ataupun kekerasan yang dapat mengakibatkan 
pertumpahan darah. Sebagimana firman Allah dalam surah Al- Hisyr: 59/6-7 : 
َيآ أَ  َ َُٚسهِّظُ َٔ ٍه ٱّلِله ِك
نََٰ َٔ ََل ِسَكاٖب  َٔ ٖم   ٛ ٍ  َخ ِّ ِي  ٛ رُى  َعهَ َجف   ٔ َ ٓ أ ا ًَ ى  فَ ُٓ  ُ َٰٗ َسُسِٕنِّۦ ِي ُ َعهَ  فَآَء ٱّلِله
ٖء قَِذٚٞش   ٙ َٰٗ ُكّمِ َش ُ َعهَ ٱّلِله َٔ َٰٗ َيٍ ََٚشآُءۚۡ  قُشَ )٦(ُسُسهَُّۥ َعهَ
ِم ٱن   ْ َ ٍ  أ َٰٗ َسُسِٕنِّۦ ِي ُ َعهَ آ أَفَآَء ٱّلِله ِ يه ه َٰٖ لِلََفِ
 ُِ َغ  ٍَ ٱۡل   ٛ  تَ
ٌَ دُٔنَحََۢ ٙ  ََل َُٚكٕ ٍِ ٱنسهثِِٛم َك ٱت  َٔ  ٍِ ِكٛ َسَٰ ًَ
ٱن  َٔ  َٰٗ ًَ
ََٰ َٛر ٱن  َٔ  َٰٗ تَ قُش 
ِنِز٘ ٱن  َٔ ُسِٕل  ِنهشه َٔ ۡۚ َٛآِء ِيُُكى 
َِۖ إِ  ٱذهقُٕاْ ٱّلِله َٔ  
ُٕٓاْۚۡ ُّ فَٱَرَ  ُ ُكى  َع ىَٰ َٓ َ َيا  َٔ ُسُٕل فَُخزُُِٔ  ُكُى ٱنشه َيآ َءاذَىَٰ ِعقَابَٔ
َ َشِذٚذُ ٱن   )٧ِّ (ٌه ٱّلِله
Terjemahnya : 
6.  Dan apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 
Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu 
tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi 
Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap apa saja yang 
dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 
7.  Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-
Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah 
untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang 
miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan 
beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan 
Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka 





Penjelasan mengenai ayat ini terdapat dalam salah satu buku tafsir bahwa 
harta Fay‟ adalah harta didapatkan bukan melalui jalan peperangan  
yang mengerahkan senjata, kuda, dan unta. Tetapi murni diperoleh dari orang-
orang kafir yang pembagiannya adalah untuk Allah dan Rsulnya. Seperti yang 
dikatakan dalam kitab tafsir ibn Katsir bahwa Fay‟ adalah harta yang diperoleh 
dari orang-orang kafir tanpa peperangan yang mengerahkan senjata, kuda dan juga 
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Unta. Sayyid Quttub juga mengatakan bahwa ayat-ayat ini menerangkan tentang 
hukum Fay‟ Dan hukum-hukum yang semisal dengannya.  Ayat ini menjelaskan 
mengenai hukum fay‟ secara terperinci dan memberikan penjelasan tentang sebab 




Jadi jelas bahwa harta Fay‟ diperbolehkan dan juga halal untuk dikonsumsi 
katena harta tersebut diperoleh dari orang-orang non muslim tanpa peperangan 
dan juga paksaan atau dengan kata lain diberikan secara sukarela. Dalam 
pembagiannya di masa Rasulullah adalah sebagian untuk Rasul, kerabatnya dari 
bani Hasyim dan bani Muthalib untuk yatama, masakin dan ibnusabil. Termasuk 
kedalam harta fay‟ adalah jizyah, Kharaj, hibah dan juga orang-orang kafr dzimmi 
yang telah meninggal tetapi tidak meninggalkan ahli waris. 
f. „Usyr 
Secara bahasa usyur berarti sepersepuluh. Sedangkan dalam istilah syara‟ 
„„Usyr berarti sesuatu yang diambil oleh negara dari pedagang-pedagang yang 
melewati negaranya.
60
 Dizaman sekarang istilah „„Usyr dianalogikan denga pajak 
bea dan cukai. „„Usyr merupakan pajak yang diberlakukan bagi para pedagang  
atas barang dagangannya yang masuk ke negara islam atau yang datang dari 
negara islam itu sendiri. orang yang bertugas memungutnya disebut dengan 'Asyir  
Pajak perdagangan ini telah lebih dulu diterapkan oleh orang Yunani yang artinya 
telah ada sebelum islam. Pada masa Rasulullah dan Abu Bakar hidup „„Usyr 
belum diberlakukan, sebab pada masa itu belum banyak orang yang melewati 
negara islam dan penyebaran agama islam belum terlalu jauh.   
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„„Usyr pertamakali diterapkan pada masa Khalifah „Umar bin Khaththab. 
„Usyr dibebankan atas seluruh jenis barang dagangan. Baik berupa perhiasan, 
hewan, hasil pertanian, atau buah-buahan. „Usyr tidak dipungut dari pedagang 
dzimmi dan penduduk golongan harbi jika barang dagangannya tidak melewati 
perbatasan negara.  
Sama halnya juga „Usyr tidak diambil dari harta perdagangan meraka yang 
diperdagangkan didalam negeri, kecuali telah ditetapkan dalam perjanjian damai 
atau memiliki kesepakatan dengan negara-negara lain.
61
 
Orang yang diambil „„Usyr terhadap meraka antara lain sebagai berikut:
62
 
1. Orang islam, yaitu orang islam melewati petugas pemungutan pajak 
dengan membawa barang dagangan, maka mereka dikenakan „„Usyr. 
2. Kafir ahl zimmi, yaitu orang kafir yang tidak memerangi islam, mereka 
yang hidup dalam perdamaian dengan masyaarakat islam. Mereka juga 
dikenakan pajak perdagangan jika kedapatan membawa barang dagangan 
oleh petugas pajak. 
3. Kafir harbi, yakni orang kafir yang ikut memerangi islam dan termasuk 
musuh pemerintah islam. 
Jumlah pungutan „Usyr yang ditentukan oleh Khalifah „Umar ialah 2,5% 
dari umat islam, 5% dari kafir dzimmi dan 10% untuk kafir harbi. Waktu 
pemungutan „Usyr ialah sekali dalam setahun untuk setiap satu jenis barang 
dagangan.
63
 Jadi meskipun kaum dzimmi dan harbi berkali kali melewati 
perbatasan tetapi dengan membawa barang dagangan yang jenisnya sama sesudah 
diambil „Usyrnya maka seorang asyir tidak lagi diperbolehkan memungut „Usyr 
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Kharaj adalah pajak khusus bumi yang diwajibkan oleh pemerintah atas 
tanah-tanah produktif yang dimiliki rakyat. Pada masa awal islam, kharaj sebagai 
pajak tanah dipungut dari non muslim ketika khaybar ditaklukkan. Tanahnya 
dikuasai dan diambil alih oleh orang muslim dan pemilik tanah menawarkan 
untuk mengolah tanah tersebut sebagai pengganti sewa dan bersedia memberikan 
sebagian hasil produksi kepada pemerintah. Jumlah dari kharaj bersifat tetap yaitu 




D. Baitul Māl 
Baitul Māl atau rumah harta merupakan lembaga keuangan pertama yang 
ada pada zaman Rasulullah yang mulai beroperasi pada abad ke tujuh. Fungsi dari 
baitul maal adalah sebagai temapat penyimpanan harta. Tugas daripada baitul mal 
ialah mengumpulkan harta dan mengelolanya kemudian dibelanjakan sesuai 
dengan kebutuhan negara. Dalam mengoperasikan baitul maal rasul melakukan 
proses penerimaan pendapatan dan juga pembelanjaan negara secara transparan 
dengan tujuan menciptakan keadilan dan masyarakat yang sejahtera.
65
 
Pada masa Nabi saw Baitul Māl lebih dikenal dalam artian sebagai pihak 
yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik itu pendapatan maupun 
pengeluaran. Hanya saat itu, baitul mal belum mepunyai tempat yang khusus 
untuk menyimpan harta karena jumlah harta yang diperoleh belum terlalu banyak 
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dan tentunya tidak mengharuskan adanya tempat atau arsip tertentu bagi 
pengelolaannya. Kalaupun ada harta yang diperoleh langsung habis dibagikan 




Lemabaga ini pertama kali hanya berfungsi untuk menyimpan harta 
kekayaan negara dari zakat, infak, sedekah, pajak, dan harta rampasan perang.. 
Status harta baitul mal adalah milik negara dan bukan merupakan milik individu. 
Meskipun dalam batas-batas tertentu terkadang harta baitul mal juga dipergunakan 




Jadi, Baitul Māl adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai 
pembendaharaan negara didalam islam yang bertugas, meneriman, menyimpan 
dan dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan syariat.  
E. Sumber Pendapatan Keuangan Negara 
Mengenai sumber pendapatan negara untuk memenuhi dan membiayai 
segala aspek aktivitas negara, ada beberapa perbedaan pendapat:
68
 
1. Dalam bukunya As-siyasatus syariah fii islahir ra‟i war ra‟iyah(Pokok-
pokok pedoman islam dalam bernegara), ibnu tamiyah mengatakan bahwa 
hanya ada dua sumber pendapatan negara yaitu zakat dan harta rampasan 
perang. 
2. Sedangkan Muhammad Rasyid Ridha dalam bukunya Al-Wahyu Al 
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Muhammadiy (wahyu ilahi kepada Muhammad), mengatakan bahwa 
selain zakat dan harta rampasan peang,  jizyah yang dipungut pemerintah 
dari kalangan kafir zimmi sebagai jaminan atas keselamatan kebebasan 
mereka juga termasuk kedalam sumber pendapatan negara. 
3. Lain halnya Yusuf Qardawi yang menyatakan bahwa jika sumber  
pendapatan negara hanya sebatas zakat, ghanimah dan juga jizyah maka 
dapat dipastikan bahwa  pendapatan tersebut tidak dapat memenuhi 
kebutuhan negara yang makin hari makin luas maka perlu juga di 
tambahkan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Sama 
halnya dengan Yusuf Qardawi, Abdul Wahab Khallaf juga mengatakan 
demikian bahkan beliau menambahkan harta pusaka orang yang tidak 
meninggalkan ahli waris juga termasuk kedalam sumber pendapatan 
negara. 
Jadi, sehubungan pendapat para ahli diatas penulis lebih setuju dengan 
pendapat yang dikemukakan oleh Yusuf Qardawi dan Abdul Wahab Khallaf 
bahwa sumber pendapatan negara tidak hanya berasal dari zakat yang memang 
merupakan sumber pendapatan utama negara kala itu ,  Jizyah yang diambil dari 
kaum Kafir Zimmi dan Ghanimah karna jika hanya mengandalkan ketiga sumber 
tersebut maka negara akan tidak mampu memenuhi kebutuhannya karena negara 
islam setelah zaman Rasulullah begitu besar dan luas karena adanya penaklukan-
penaklukan sehingga diperlukan juga memasukkan pajak sebagai salah satu 
sumber pendapatan negara serta orang-orang yang meninggal dan memiliki harta 







F. Pengeluaran Negara 
Ada hal-hal tertentu yang perlu diperlu dipahami di negara islam terkait 
dengan pemasukan dan pengeluaran anggaran. Dalam pos pengeluaran negara, 
tentu saja sangat dipengaruhi oleh fungsi negara islam itu sendiri. Sesuai dengan 
fungsinya, maka alokasi dana hendaknya meliputi kesejahteraan sosial, 
pendidikan dan penelitian, infrastruktur, pertahanan dan kemanan, dakwah islam 
dan lain-lain. 
Berhubungan dengan pengeluaran dalam negara islam terdapat 
karakteristik tersendiri, karakteristik tersebut sangat menonjol pada perhatian yang 
besar pada belanja atau pengeluaran bagi masyarakat yang tidak mampu. 
Karakteristik dalam islam paling tidak dapat dibagi dua. Yakni, karakteristik 
pengeluaran terikat dan pengeluaran yang tidak terikat. Pengeluaran yang terikat 
adalah distribusi pengeluaran dari pendapatan yang dialokasikan hanya kepada 
objek tertentu. Misalnya, zakat, khums dan waqaf. Pada pos zakat alokasi dana 
yang terkumpul tidak dibenarkan oleh syariat dipergunakan selain daripada 
delapan golongan yang berhak atasnya (Mustahiq). Sedangkan pengeluaran tidak 
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KONSEP SIYĀSAH AL-MĀLIYAH DIMASA KHALĪFAH ‘Umar BIN 
KHATHTHABDAN ‘‘UTSMAN BIN AFFĀN 
A. Pengelolaan Kas Negara Dan Distribusi Harta Baitul Māl Di Masa 
Khalīfah ‘Umar Bin Khaththab 
Seiring dengan bertambah luasnya daerah kekuasaan islam dimasa 
khalifah „Umar bin khaththab maka negara Madinah saat itu dibagi menjadi 
delapan provinsi yakni Mekkah, Madinah, Jazirah, Kufah, Bashrah dan Palestina  
dengan masing-masing gubernur disetiap provinsi sebagai pembantu Khalīfah di 
daerah. Seiring dengan itu juga maka jumlah harta yang masuk kedalam baitul 
Mal sangatlah besar jumlahnya sehingga membuat khalifah menjadikan baitul mal 
sebagai sebuah lembaga keuangan yang resmi dan mengalami perkembangan 
yang sangat pesat dalam hal perbendaharaan negara.  Pendistribusian keuangan 
negara saat itu terlaksana sangat baik karena Khalīfah „Umar menerapkan asas 
kemaslahatan umum dan sangat peduli terhadap kesejahteran masyarakat yang 
dipimpinnya, baginya pemerataan ekonomi harus dirasakan semua orang 
berdasarka qur‟an dan sunnah, berlaku adil dan tidak memberi hak perseorangan 
secara berlebihan serta saling menghormati dan juga saling membantu. „Umar 
memanfaatkan semua faktor produksi, tanah, tenaga kerja, modal dan mencegah 
dominasi suatu kelompok kecil. Khalīfah juga seringkali melakukan ijtihad-ijtihad 
mengenai beberapa kebijakannya seperti pemungutan „Usyr dan Kharaj serta 
pembagian harta Ghanimah. Pendistribusian harta Baitul Māl yang tidak langsung 
habis dibagikan tetapi disimpan sebagian sebagai dana cadangan jika sewaktu-
waktu negara mengalami krisis sehingga kehidupan masyarakat menjadi sejahtera. 
Dalam hal pendistribusian keuangan negara pada masa Khalifah „Umar bin 




dimulai dengan biografi sang Khalifah : 
a. Biografi Singkat Khalifah ‘Umar Bin Khaththab 
setelah Rasulullah wafat maka kepemimpinan umat islam dilanjutkan oleh 
keempat sahabat rasul (the four face of islam) atau lebih dikenal dengan sebutan 
Khulafāur Rasyidin. Sebagai Khalīfah kedua setelah Abu bakar, sebagai 
pemimpin „Umar dikenal sangat tegas, sederhana, dan sangat menjunjung tinggi 
keadilan.  
„Umar lahir dengan nama lengkap „Umar Bin Khaththab Bin Nufail Bin 
Abdul Uzza Bin Riba‟ah Bin Abdullah Bin Karth Bin Raza‟ah Bin Adi Bin Ka‟ab. 
Dari pasangan Khaththab Bin Nufail Bin Al-Mahzumi Al Quraisy, dan ibunya 
bernama Hantamah Binti Hasyim Bin Mugirah Bin Abdullah Bin „Umar Bin 
Makzum. Keluarga „Umar termasuk golongan Quraisy dari Bani Adi yang 




„Umar dilahirkan di kota Mekkah dan lebih muda empat tahun dari 
Rasulullah. Selain memiliki sifat yang adil, „Umar juga dikenal berbudi pekerti 
luhur serta seorang yang pemberani dan juga pribadi yang keras sehingga 
mendapat julukan singa padang pasir. Ia juga memiliki kecerdasan yang sangat 
luar biasa sehingga ketika dewasa ia menjadi wakil kabilahnya ketika terjadi 
perundingan-perundingan dengan suku lain. „Umar beserta ayahnya dikenal 
sangat pandai melakukan diplomasi sehingga bila terjadi suatu permasalahan 
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Sebelum memeluk islam dan menjadi sahabat nabi yang terkemuka, „Umar 
dikenal sebagai tokoh non muslim dari suku Quraisy yang sangat menentang 
semua perintah Rasulullah serta ajaran islam yang dibawanya. Sehingga 
keislaman „Umar sangat menggemparkan segala pihak baik kaum muslimin 
maupun Suku Quraisy. Awal islamnya „Umar ialah ketika mengetahui adiknya, 
Fatimah dan juga suaminya telah memeluk islam sehingga hal tersebut membuat 
„Umar marah besar dan langsung mendatangi rumah adiknya dan mendapatinya 
sedang belajar Al-qur-an lantas dengan emosi „Umar langsung menampar adiknya 
dan juga suaminya. Tetapi hidayah Allah datang kepada „Umar ketika ia sedang 
barada dipuncak kemarahannya melalui lembaran al-qur‟an yang tidak sengaja 
dilihat oleh matanya. Dalam beberapa riwayat dikatakan ayat al-qur‟an yang 
dimaksud ialah ayat permulaan Surat Tāhā dan lantas membuat jantung „Umar 
berdegup kencang dan nyalinya menjadi kecil bahkan ketika membaca ayat 
tersebut „Umar merasakan ketenangan dan juga kedamaian didalam hatinya. 
„„Umar memeluk islam pada tahun ke lima kenabian Rasulullah dan seiring 
dengan itu juga banyak tokoh-tokoh Quiraisy yang masuk islam dengan demikian 
maka dakwah yang dilakukan Rasulullah mulai dilakukan secara terang-terangan 




„Umar bin Khaththab dibunuh oleh Abu Lukluk, soerang budak pada saat 
ia memimpin sholat subuh. Ia adalah salah seorang warga Persia yang masuk 
islam setelah Persia ditaklukkan oleh „Umar. Hal ini dilatarbelakangi dendam 
pribadi Abu Lukluk terhadap „Umar yang merasa sakit hati atas kekalahan Persia, 
yang saat itu merupakan negara adidaya. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 25 
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Dzulhijjah 23 H/644 M. 
b. Sumber Pendapatan Negara 
Sumber pendapatan negara di masa Khalīfah „Umar bin Khaththab ialah:  
1. Zakat  
Zakat yang dijadikan sebagai sumber pendapatan utama negara. Dalam 
kebijakannya „„Umar memungut Zakat dari barang-barang perniagaan, mata uang 
emas dan perak, binatang ternak, sayur-sayuran dan buah-buahan, madu yang 
dijual, dan kuda yang diperjual belikan.
73
 Untuk zakat kuda hanya di terapkan 
didaerah Syiria dan Yaman karena pada saat itu kuda adalah harta yang paling 
berharga dan menjadi simbol status ekonomi seseorang.
74
. Beternak adalah salah 
satu mata pencaharian umat muslim agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya 
serta keluarga. Salah satu yang paling digemari ialah beternak kuda karena 
harganya yang sangat mahal, bahkan di zaman „Umar diriwayatkan pernah ada 
seekor kuda arab Taghlabi yang ditaksir mencapai 20.000 dirham. „Umar lah 
yang pertama kali menerapkan zakat terhadap hewan-hewan ternak.
75
 Tetapi 
dalam suatu waktu Khalīfah „Umar pernah mengeluarkan kebijakan menunda 
pengambilan zakat untuk hewan ternak pada saat krisis ramadah dikarenakan 
banyak hewan ternak yang mati. Diriwayatkan Khalīfah „Umar memerintahkan 
para amilnya memberikan zakat dalam krisis ini kepada orang-orang yang 
memiliki seratus ekor kambing dan tidak kepada yang masih memiliki duaratus 
ekor kambing. „„Umar menetapkan jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah 
2,5% dari pemilik harta. Dalam hal pendistribusiannya Khalīfah „Umar 
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membentuk amil zakat. Zakat diperuntukkan bagi delapan golongan sesuai dalam 
frman Allah dalam surah At-Taubah ayat 60 tetapi „Umar memproiritaskan 
pembagian zakat terhadap fakir miskin. Dalam hal pemberian zakat kepada 
Ashnaf, yakni salah satunya adalah kelompok Muallaf, „Umar berpendapat 
mereka mendapatkan bagian zakat saat orang-orang islam dalam keadaan lemah 
untuk melindungi mereka dari keburukan dan yang membahayakan imannya, serta 
untuk melemah lembutkan hati mereka. Jika islam sudah Berjaya dan jumlah 
orang islam sudah banyak dam mereka menjadi kuat dan dahsyat, maka mereka 
tidak boleh lagi diberi bagian zakat. Hal tersebut alasan yang di ungkapkan oleh 
khalifah „Umar mengenai pembagian zakat yang diperuntukkan bagi para muallaf, 
dimana kondisi muallaf pada waktu itu dalam keadaan ekonomi yang tidak stabil 
dan belum memiliki iman yang kuat sehingga masih memungkinkan untuk 
murtad. Oleh sebab itu „Umar member zakat kepada mereka yang muallaf. Akan 
tetapi jika mereka telah mapan perekonomiannya dan iman mereka sudah kuat 
maka tidak lagi diberikan zakat pada mereka.  
2. Ghanimah  
Dalam ekspansi berskala besar-besaran yang dilakukan oleh Khalīfah 
„Umar Bin Khaththab dalam menyebrkan agama islam sebagai contoh ketika 
menaklukkan negeri Syam, banyak ghanimah yang didapatkan oleh orang-orang 
islam sehingga menjadi persoalan dasar „Umar umtuk mengambil suatu kebijakan 




 shafi, harta rampasan yang dipilih oleh kepala negara sehingga tidak dapat 
dibagi-bagikan. 
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 Seperlima dari harta shafi dibagikan kepada Allah, Rasul, Kerabat Rasul, 
anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil sebagaimana 
ketentuan Allah dalam surah al-anfal ayat 41. Pembagian ghanimah untuk 
Rasul dan juga kerabatnya dihentikan ketika Rasul wafat dan abu bakar 
menggatinya dengan memberikan kepada fakir miskin. Hal tersebut juga 
berlaku demikian di zaman „Umar. 
 Empat perlima dari harta ghanimah di bagikan kepada tetara yang ikut 
berperang. Dengan syarat ikut berperang, merdeka dan juga baligh. 
Ketika orang-orang islam mendapatkan ghanimah maka harta itu diambil 
seperlimanya untuk negara lalu dibawa ke hadapan Khalīfah „Umar untuk dibagi-
bagikan kepada mereka yang berhak menerimanya dengan sepengetahuannya. 
Oleh karena itu yang berhak mengenai pembagian harta ghanimah yaitu Khalīfah 
sendiri dan juga panglima perang. Kemudian pembagian yang empat perlima 
yakni bagian para tentara juga sebenarnya merupakan wewenang Khalīfah akan 
tetapi ketika dihadapkan jika dalam situasi yang sulit dan melelahkan jika harus 
dibawa kehadapan Khalīfah dan sulit hadirnya semua tentara muslim kepadanya 
maka pembagiannya diwakilkan kepada panglima pasukan.
77
 
Masalah mengenai pembagian ghanimah dalam hal ini tanah pertanian 
oleh Khalīfah‟Umar pernah menjadi kontroversi yakni ketika menaklukkan negeri 
Syiria, Irak, Parsi dan Mesir dimana Khalīfah menetaplan tanah pertanian tersebut 
sebagai milik negara alih-alih memberikan tanah tersebut kepada perampasnya 
sehingga memperoleh protes karena bertentangan dengan praktik Rasulullah yang 
membagikan tanah di Khaibar dan surah al-anfal ayat 41. Meski demikian „Umar 
tetap pada pendiriannya dengan maksud menerapkan asas kemaslahatan umum 
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bahwa dengan disitanya tanah rampasan oleh negara maka pemilik tanah asli akan 
membayar pajak penghasilan kepada pemerintah dan akan dibagi-bagikan kepada 
seluruh umat islam dan untuk gaji para tentara yang berada pada pos-pos 
pertahanan. Setelah melakukan musyawarah dengan beberapa kaum muhajirin dan 
ansar yang terkemuka serta setelah „Umar memberikan penjelasan-penjelasan 




Kebijakan politik pertanian „Umar Bin Khaththab sangat berkaitan dengan 
kebijakan pemerintah tentang kepemilikan tanah taklukan dan cara pembagianna. 
„Umar memutuskan  kebijakan bahwa kepemilikan tanah atas wilayah yang 
ditaklukkan masih bisa di tempati oleh penduduknya dengan menjadikan tanah 
tersebut sebagai fay‟. Selanjutnya untuk menghindari adanya tindakan feodalisme, 
„Umar melarang umat muslim membeli tanah di wilayah taklukan seperti Suriah 
dan Irak. Selain itu „Umar juga menghentikan pembagian tanah di antara para 
parajurit islam dan memngingatkan rakyat akan pentingnya penggarapan lahan.
79
 
Dengan demikian harta ghanimah dan fay‟ yang berupa tanah dikuasai 
oleh negara untuk kepentingan negara dan masyarakat dan dikelola dengan sistem 
kharaj dengan menetapkan peraturan sebagai berikut : 
 Wilayah Irak yang telah ditaklukkan melalui peperangan menjadi milik 
orang muslim dan kepemilikan ini tidak dapat diganggu gugat dengan 
ketentuan pemilik tanah harus membayar kharaj. Sedangkan wilayah yang 
memiliki perjanjian damai dengan negan negara islam tetap dimiliki oleh 
pemilik sebelumnya dan dapat mengalihkan status kepemilikan lahan. 
 Tidak membagikan tanah taklukan kepada tentara perang tetapi 
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menyerahkan sepenuhnya kepemilik asal dengan syarat membayar kharaj 
dan jizyah sebesar 50% dari hasil panen. 
 Kisaran jumlah kharaj yang dibebankan atas tanah taklukan berbeda-beda 
ini dikarenakan besarnya jumlah kharaj ditentukan berdasarkan produktitas 
lahan dan bukan berdasarkan zona. Produktifitas yang dimaksudkan ialah 
tingkat kesuburan tanah dan irigasinya. Jadi sangat dimungikinkan 
meskipun lahan berada dalam suatau wilayah yang berdekatan akan 
berbeda jumlah kharaj yang harus dikeluarkan. Kebijakan ini bertujuan 
agar pengusaha kecil yang kurang produktif masih dapat melanjutkan 
usahanya. Dalam pengukuran tanah-tanah gembur untuk menetpkan 
kharaj „Umar mengutus „Utsman Bin Hanif Dan Huzaifah Bin Nukman. 
Setelah menetapkan kriteria tanah yang wajib pajak berdasarkan jenis 
tanah, jenis tanaman, proses pengelolaan dan juga hasil akhir, kemuadian 
„Umar menetapkan kharaj setiap satu jarib gandum basah 2 dirham, setiap 
saru jarib kurma yang baru matang 4 dirham, 4 dirham dari setiap satu 
jarib jagung basah dan 8 dirham dari satu jarib kurma kering, 6 dirham 
untuk satu jarib tebu, 10 dirham untuk anggur dan zaitun 12 dirham.
80
 
 Di Sawad Irak kharaj di bebankan sebesar 1 dirham dan satu rofz gandum 
dan barley dengan alasan tanah tersebut dapat dilalui air. Perjanjian 
damaskus syiria menetapkan pembayaran tunai, pembagian tanah dengan 
kaum muslim. Beban perkepala seebsar 1 dinar dan beban jarib (satuan 
berat) yang diproduksi perjarib ukuran tanah dimesir menurut sebuah 
perjanjian dibebankan 2 dinar bahkan hingga 3 irdab gandum, 2 qist untuk 
minyak cuka dan madu.
81
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Pendapatan Kharaj pada masa „Umar begitu besar jumlah Kharaj dari Irak 
ditaksir mencapai 86.000.000,- dirham per tahunnya bahkan mengalami kenaikan 
hingga 100.020.000,- dirham. Wilayah Mesir menyumbangkan Kharaj senilai 
12.000.000 dirham pertahun sehingga pendapatan yang bisa diperoleh baitul mal 
yang berasal dari pajak tanah bisa mencapai 160.000.000 dirham ertahunnya.
82
 
„Umar telah mewajibkan pajak bumi hanya pada tanah yang banyak biji 
dan buahnya yang banyak sekali hasilnya dan berlimpah dan tidak 
memberlakukan pajak bumi kepada orang-orang yang miskin serta tanah yang 
dibangun menjadi tempat tinggal mereka. „Umar dalam prakteknya telah apa yang 
pantas dan layak dalam pemungutan pajak dan apa yang harus diambil dalam 
pajak serta lemah lembut dalam pemungutan pajak. Mengenai pendistribusian 
Kharaj disimpan untuk cadangan darurat, membiayai angkatan perang dan 
kebutuhan umat. 
4. Fay‟ 
Pembagian harta fay‟ dibagi menjadi lima bagian sebagaimana 
Khalīfah‟Umar berpendapat bahwa harta fay‟ diqiyaskan dengan ghanimah dalam 
hal pembagiannya. Yaitu seperlima dari ghanimah di peruntukkan untuk Allah 
dan Rasul-Nya, kerabat Rasul (Bani Hasyim dan Muthalib), anak yatim, fakir 
miskin dan ibnu sabil. Sedangkan empat perlimanya diperuntukkan bagi mereka 




Besarnya jizyah yang harus dibayarkan kafir zimmi tidak ditentukan dalam 
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al-qur‟an akan tetapi hanya berdasarkan kebijakan pemerintah yang berkuasa. 
Misalnya pada zaman Rasulullah pernah menerapkan jizyah dalam bentuk barang 
ketika melakukan perjanjian dengan bani najran yakni berupa 2000 potong kain 
dengan penyerahannya dilakukan sebnayak dua kali, pertama 1000 potong 




Berbeda dengan pemerintahan „Umar bin khaththab dimana derah 
kekuasaan islam yang semakin luas dan masih banyak kaum Nasrani dan kafir 
zimmi yang  belum masuk islam maka mereka wajib membayar jizyah sebesar 48 
dirham bagi orang-orang yang kaya, 24 dirham bagi golongan menengah, dan 
golongan menengah bagi golongan menengah kebawah. Syarat orang yang 
dikenai jizyah ialah laki-laki, baligh, berakal dan kaya. Khalifah „Umar tidak 
membebankan jizyah kepada fakir miskin, perempuan, anak-anak, lanjut usia, 
cacat, tunanetra, dan masih banyak lagi namun sebaliknya mereka akan diberi 
bagian dari baitul māl.  
Seperti di riwayatkan dalam Kitab Al-Kharaj karya Imam Abu Yusuf 
Ya‟kub Bin Ibrahim Al-Anshari, sahabat dan murid utama Imam Abu Hanifah, 
terdapat sebuah riwayat tentang Sayyidina „Umar Bin Khaththab dan seorang 
Yahudi Tua, dalam kitab itu diceritakan, Sayyidinah „Umar Bin Khaththab 
melintasi pintu suatu kaum dan menemukan seorang peminta-minta tua tang 
penglihatannya telah terganggu (buta). Beliau menepuk punggungnya dari 
belakang dan bertanya:”Tuan dari ahli kitab golongan manakah?” Ia 
menjawab:”Yahudi.” Khalīfah „Umar bertaya lagi: “apa yang memaksa tuan 
melakukan apa yang kulihat ini?” lalu sang pengemis menjawab lagi “aku 
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meminta-minta agar dapat membayar jizyah, memenuhi kebutuhan hidup dank 
arena usia yang sudah tua”. Mendengar itu Khalīfah „Umar lantas menggenggam 
lengan sang Yahudi tua dan di bawanya ke rumah beliau untuk diberikan sesuatu 
kepadanya. Kemudian beliau membawanya ke penjaga baitul māl dan berkata: 
”Uruslah orang ini dan orang-orang sepertinya. Demi Allah kita tidak berlaku adil 
karena kita telah memakan jerih payah masa mudanya (membayar jizyah), 
kemudian kita menelantarkannya di masa tuanya.” Kemudian khalifah „Umar 




Kisah ini menjadi bukti bahwa dalam menerapkan pajak atau upeti 
„Khalifah „Umar selalu berlemah lembut dan berlaku adil terhadap siapa saja 
tanpa pandang bulu, tidak peduli latar belakang suku, kedudukan maupun 
agamanya. Oleh karena itu ketika menemukan seorang Kafir Zimmi Yahudi yang 
buta dan tidak mampu membayar pajak maka ia melepaskan beban jizyah 
kepadanya begitupun dengan orang-orang yang bernasib sama dengannya. Dana 
jizyah didistribusikan untuk membayar dana pensiun, dana bantuan, serta 
menutupi biaya administrasi dsb.  
6. „Usyr 
Seperti yang telah di bahas sebelumnya bahwa „Usyr pertama kali 
diterapkan oleh orang yunani kuno sedangakan dalam islam „Usyr pertama kali 
diterapkan pada zaman khalifah „Umar bin khattab. „Umar menerapkan pajak 
„Usyr jika mencapai 200 dirham kepada para pedagang yang melewati wilayah 
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kekuasaan islam oleh islam dan dibayarkan sekali setahun.
86
  Dikatakan bahwa di 
zaman „Umar, Usyur diterapkan pertamakali pada pedagang Manbij (hierapolis) 
dengan membebankan sepersepuluh dari hasil pertanian. Penduduk dari kaum 
Kafir Harbi yang pertama kali dipungut Usyur ialah penduduk Ming. Mereka 
menulis surat kepada „Umar “biarkan kami masuk ke tanahmu dan ambillah pajak 
cukai (usyr) dari kami”, jadi usyr bukan merupakan produk yang berasal dari Al-
quran dan sunnah tetapi lahir dari ijtihad dan hanya berlaku bagi kaum yahudi dan 
nasrani yakni sesbesar 1/10 dari setiap barang dagangan dan jumlahnya telah 
melebihi 200 dirham. Selain itu ketika „Umar melihat kebijakan bea cukai 
merugikan salah satu pihak, terutama negara islam maka „Umar pun menerapkan 
wajib pajak usyur bagi siapa saja dari warga negara asing non-muslim yang 
hendak memasuki wilayah territorial islam sebesar 10%, 5% untuk kaum Kafir 
Zimmi, dan 2,5% untuk masyarakat muslim dari harga barang dagangan.
87
 
Pos pengumpulan usyur terletak di berbagai tempat termasuk di ibu kota. 
Menurut Saib bin Yazid, pengumpulan „Usyr dilakukan di pasar-pasar madinah, 
orang-orang Nabaetean yang berdagang di madinah juga dikenakan „Usyr pada 
tingkat yang umum, tetapi setelah beberapa waktu „Umar menurunkan 
persentasenya menjadi 5% untuk minyak dan gandum agar mendorong import 
barang-barang tersebut di kota.
88
 
Jadi jelas bahwa pundi-pundi keuangan negara pada masa Khalifah „Umar 
bin khaththab diperoleh dari zakat yang didistribusikan kepada para ashnaf 
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sementara Fay,‟ Jizyah, „Usyr didistribusikan untuk membayar dana pensiun, 
dana bantuan dan  menutupi biaya administrasi laiinnya. Kemudian untuk harta 
yang diperoleh negara dari hasil kharaj, itu disimpan untuk dana cadangan, 
membiayai angkatan perang dan kebutuhan umat. Dalam pemungutan pajak  
negara tersebut khalifah „Umar selalu berlaku lemah lembut dan tidak pernah 
membebankan pajak bagi masyarakat yang tidak mampu baik untuk kaum 
muslimin sendiri maupun dari kalangan kafir zimmi.
89
 
Kontribusi „Umar yang begitu cemerlang ialah ketika membentuk diwan-
diwan untuk mengatur roda pemerintahan dan untuk mendistribusian harta baitul 
māl diantaranya: 
 Departemen Pelayanan Militer, yang berfungsi untuk mendistribusikan 
dana bantuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam peperangan. 
 Departemen Jaminan Sosial, berfungsi untuk mendistribusikan dana bagi 
kaum fakir miskin dan orang-orang yang menderita. 
 Departemen Kehakiman Dan Eksekutif, bertanggung jawab menegnai 
pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif. 
 Departemen Pendidikan Dan Pengembangan Islam, berfungsi 
mendistribusikan dana kepada penyebar dan pengembang agama islam.
90
 
c. Pengeluaran Dan Subsidi Negara 
Pengeluaran di masa Khalifah „Umar diantaranya adalah pengeluaran 
pemerintah untuk gaji pegawainya dan juga pengeluaran untuk mentransfer 
payment yang meliputi pembangunan subsidi atau bantuan langsung kepada 
berbagai golongan masyarakat. 
Dalam hal penggajian dibagi menjadi 3, yaitu : 
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1. Gaji Kepala Negara  
dalam masa pemerintahannya Khalīfah „Umar tidak mengambil gaji dari 
Baitul Māl. Ia merupakan seorang pedagang yang menghidupi dirinya sendiri dan 
juga keluarganya dari hasil dagangangannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-
hari. Sampai pada saat terjadinya penaklukan kota Qodisiyah, Damaskus dan 
meluas kekuasaannya. Serta semkain banyaknya masalah yang dihadapi oleh 
kahlifah „Umar dalam mengurusi pemerintahannya.
91
 
Kemudian „Umar meminta pendapat para sahabat tentang perdagangan 
yang harus ia tinggalkan agar dapat memfokuskan diri untuk mengurusi dan 
menyelesaikan permasalahan umat. Akhirnya dari hasil musyawarah bahwa 
Khalīfah „Umar Bin Khaththab berhak untuk menerima gaji dari harta baitul mal 
untuk memenuhi kebutuhannya dan juga sanak keluarganya yakni sebesar 60 
dirham yang diambil dari harta fay‟. „Umar berkata pada para sahabat ,”semula 
saya adalah seorang pedagang lalu kalian sibukan hari-hariku dengan urusan 
kalian lalu kalian berpendapat bahwa saya boleh menggunakan harta ini”. Dengan 
mendapatkan gaji sebesar itu Khalīfah sudah merasa cukup dan beliau tidak 
pernah mencari atau meminta tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya 
padahal ia adalah seorang kepala negara yang berwenang mengurusi setiap harta 
yang ada pada baitul māl . 
2. Gaji Pegawai Negeri Sipil 
Sebelum masa pemerintahan „Umar para pegawai negeri sipil tidak 
mempunyai gaji yang ditentukan jumlahnya. Akan tetapi mneyesuaikan diri pada 
saat itu sehingga pada zaman kepemimpinan Khalīfah „Umar Bin Khaththab maka 
mulailah di tetapkan jumlah gaji pegawai negeri sipil. Mislanya gaji yang 
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diberikan oleh Muawiyah Bin Abi Sofyan yang merupakan gubernur di Kota 
Syam sejumlah sejumlah 1000 dinar per tahun. „„Umar juga memberikan upah 
sebesar 5000 dirham setiap tahunnya ditambah dengan gaji hariannya yakni 
sebesar seperempat harga kambing dan juga 5 dirham untuk Usman Bin Hanif 
yakni pegawai „Umar yang mengurus keuangan di Iraq. Kemuadian penggajian 
bulanan seperti Ammar bin Yasir yang merupakan gubernur di Kota Kufah 
sebesar 600 dirham perbulannya. Abdullah Bin Mas‟ud yakni seorang hakim di 
Kufah yang juga mendapatkan gaji perbulan sebesar 100 dirham ditambah gaji 
hariannya sebesar seperempat harga kambing.
92
 
3. Gaji Tentara Dan Tunjangan 
Pada zaman „„Umar Bin Khattab terjadi perluasan wilyah, sehingga jumlah 
harta fay‟ yang didapatkan sangat banyak. Tetapi jumlah pasukan tentara  
muslimpun tidak kalah banyaknya. Lalu „Umar menyetujui usulan para sahabat 
untuk membentuk badan khusus yang bertugas mencatat sumber-sumber harta 
yang mereka dapat juga mencatat orang-orang yang berhak menerimanya serta 
berapa jumlah harta yang harus mereka terima.
93
 
Selain gaji tentara, beliau juga memberikan tunjangan atau susbsidi selain 
gaji. Berbeda dengan kebijakan Abu Bakar yang mendistribusikan secara merata 
dan tidaka membeda-bedakan mereka dalam penerimaan harta tersebut. Baik 
orang yang baru masuk islam atau yang lebih senior. Seangkan „Umar membuat 
beberapa tingkatan dalam membagikan harta baitul mal. Begitupun halnya dengan 
pembagian subsidi atau tunjangan ia membedakakan antara yang baru masuk 
islam dengan mereka yang lebih dulu masuk islam, kerabat Rasul dibedakan 
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pembagiannya dengan masyarakat biasa. Sistem pembagian ini berdasarkan 
ijtihad „Umar sebagai seorang pemimpin. Hal ini dibenarkan karena beliau adalah 
orang yang tegas terhadap komitmen yang dibuatnya serta secara efektif dan 
efisien menjaga perbedaan dan pemilikan harta kekayaan dalam batasan yang 
wajar dan juga pantas.  
Selain gaji tentara, beliau juga memberikan tunjangan atau susbsidi. 
Berbeda dengan kebijakan abu bakar yang mendistribusikan secara merata dan 
tidak membeda-bedakan mereka dalam penerimaan harta tersebut. Baik orang 
yang baru masuk islam atau yang lebih senior. Sedangkan „„Umar membuat 
beberapa tingkatan dalam membagikan harta baitul māl sebagai contoh ialah table 
gaji para tentara yang dibaginya dalam bebrerapa tingkatan dan jumlah harta yang 
mereka dapatkan. Begitupun halnya dengan pembagian subsidi atau tunjangan ia 
membedakakan antara yang baru masuk islam dengan mereka yang kebih dulu 
masuk islam, kerabat rasul dibedakan pembagiannya dengan masyarakat biasa. 
Sistem pembagian ini berdasarkan ijtihad „„Umar sebagai seorang pemimpin. Hal 
tersebut dibenarkan karena „„Umar seorang pemimpin yang tegas dan kuat dalam 
setiap komitmen yang telah dibuatnya.  
Sebagaimana Khalifah „„Umar Berkata yang dikutip dari Muhamad 
baltaji dalam bukunya manhaj „Umar: “Aku tidak akan menyamakan antara 
orang yang memerangi Rasulullah dan orang yang berperang bersamanya. 
Demi Allah tidak seorangpun lepas dari haknya, tidak seorangpun 
memilikiotoritas atas orang lain, kecuali atas budak yang dimilikinya. Tidak ada 
perbedaan antara aku dengan kalian. Dirumah kita terdapat kitabullah dan 
sumpah terhadap Rasulullah. Setiap individu mempunyai latar belakang 
sendiridalam perjalanan hidup yang telah dilaluinya. Setiap orang memiliki 
jejak dalam sejarah islam serta pengorbanan dengan hartanya. Setiap orang 
memiliki kebutuhan dalam islam, namun, orang yang berhak menerima 
pemberian dari baitul mal dicatat terlebih dahulu sebelum disampaikan, setelah 
meminta pendapat kaum muslimin.
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Berikut sistem pembagian gaji tentara muslim beserta tunjangan yang di 
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kalsifikan kedalam beberapa tingkatan. Adapun tingkatannya antara lain sebagai 
berikut dalam versi DR. Ibrahim Fuad Ahmad Ali dalam bukunya al-infaq al-‟am 
fi al-islam sebagai wujd konsep al-maqasid al-Syariah/ al-Dharuriyyah al-
Khamsah : 
 
No.  Harta yang 
diberikan  
Jumlah yang diberikan Catatan 
1. 5000 dirham Untuk pejuang badar 
dan kaum muhajirin 
pertama. 
„Umar bin khaththab 
memasukkan 4 orang diluar itu. 
Hasan, Husein bin Ali, karena 
mereka termasuk kerabat, Abu 
Dzar al-Ghifay pembesar 
sahabat, Salman al-Farisi 
pejuang perang Khandak dalam 
pembuatan parit. 
2. 4000 dirham Untuk pejuang perang 
badar dari kaum anshar 
 
3 4000 dirham Pejuang perang badar 
dan perjanjian 
hudaibiyyah dari kaum 
muhajirin 
 










6 1500 dirham Perang qhadisiyyah dan 
yarmurk 
 
7 500 dirham Untuk kelompok 
mtsanna 
 
8 300 dirham  Untuk kelompok tsabit  
9 250 dirham Untuk kelompok 
arrabi‟ 
 
10 200 dirham Untuk kelompok ubad  
11 500 dirham Untuk istri pasukan 
perang badar 
 
12 400 dirham Untuk istri pasukan 






13 300 dirham Untuk istri pasukan 
perang badar sampai 
perang riddah 
 
14 200 dirham Untuk istri pasukan 
perang qhadisiyyah dan 
yarmurk 
 





Adapun tunjangan- tunjangan pada masa khalifah „Umar bin khaththab 
yang di berikan untuk orang yang telah berjasa dalam pengembangan islam 
sebagaimana di kutip dari Quthb Ibrahim Muhammad dalam bukunya al-siyasah 
al- maliyah al Rasul.
95
 
No.  Jumlah 
Pemberian 
Jumlah ketetapan untuk  
diberikan 
Keterangan  
1.  12000 dirham Bagi setiap istri 
Rasulllah saw 
 
2. 12000 dirham Untuk Abbas paman 
Rasul  
 
3. 5000 dirham Untuk kaum muhajirin 
dan anshar yang telah 
mengikuti perang badar 
Hasan dan Husein dimasukkan 
daftra sebagai kerabat Nabi Saw 




„Utsman ibn Zaid, Usamah 
dimasukkan dalam daftar 
mereka sedangkan „Umar 
menetapkan bagian anak-
anaknya 3000 dirham 
5. 2000 dirham Putra kaum muhajirin 
dan anshar  
„Umar mengtakan kepada 
anaknya bahwa ia membedakan 
abu Usamah dan memberinya 
3000 dirham karena keutamaan 
Ummu salamah dalam islam 
6. 800 dirham Penduduk dan 
masyarakat Mekkah  
„Umar membedakan Nazar ibn 
Annas dan memberinya 200 
dirham ketika sebagian sahabat 
rotes. „Umar 
berkata,”sesungguhnya bapak 
ini menemuiku dari uhud dan 
berkata kepadaku, “apa yang 
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terjadi dengan Rasulullah?” lalu 
aku menjawab,” yang aku tahu 
Rasulullah diserang musuh!, 
kemudian ia berkata,”Kalau 
Rasulullah sampai meninggal, 
maka Allah akan senantiasa 
hidup dan Dia tidak akan mati 
maka mari kita berperang 
sampai titik penghabisan. 
 Dalam pembagian lainnya dari harta baitul mal yang diberikan „Umar 




No.  Penerima Jumlah 
1. Hazrat Aisyah dan Paman Nabi 12000 dirham 
2. Istri-istri Nabi selain Aisyah 10000 dirham 
3. Ali, Hasan, Husein dan pejuang Badar 5000 dirham 
4. Mantan Pejuang Uhud dan para migran ke Habasyah 4000 dirham 
5. Muhajirin/Muhajirat sebelum fathu Makkah 3000 dirham 
6. Seorang anak mantan pejang badar muhajirin dan anshar 
yang ikut dalam perang qadishiyah dan yang hadir dalam 
sumpah Hudaybiyyah  
2000 dirham 
7. Orang-orang Makkah bukan Muhajirin  800 dirham 
8. Warga Madinah 250 dirham 
9. Muslim yaman, Iraq, Syiria 200-300 dirham 
10. Anak baru lahir yang tidak berayah dan tidak beribu 100 dirham 
Dalam kitab al amwal yang ditulis oleh abu ubaid bahwa selain berbentuk 
harta berupa uang Khalifah juga memberikan tunjangan berupa makanan yakni, 
gandum, minyak, madu dan cuka. Dalam hal ini Khalifah meminta pendapat dari 
Ibnu Qathura. Kemudian ibnu Qathura mengambil madyu (Jenis timbangan) dan 
takaran, untuk setiap bulannya di memerlukan dua madyu gandum yang kemudian 
diperintahkan oleh „Umar untuk membagika dua madyu gandum untuk setiap 
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orangnya agar diolah menjadi roti, kemudian lauknya adalah dua takar minyak 
goring untuk 30 orang.
97
 
Dasar-dasar „Umar bin Khaththab dalam menentukan jumlah gaji ialah 
pertama, yang lebih dulu masuk islam. Kedua, kesengsaraan dalam medan perang. 
Ketiga, mendesaknya kebutuhan. Keempat, Jumlah keluarga yang bayak.
98
 
Jadi, belanja negara yang dilakukan oleh khalifah „„Umar yang diambil 
dari harta baitul mal secara garis besar ialah: 
 Sahabat-sahabat dekat Rasulullah dan kerabat dekat Rasulullah dari Bani 
Hasyim dan Muthalib. 
 Kaum muslimin yang ikut dalam perang Badar, mantan pejuang Uhud, 
serta para migran ke Habasyah. 
 Seorang anak dari mantan pejuang badar, kamum Muhajirin dan Anshor 
yang ikut dalam perang Qodisiyyah dan menghadiri perjanjian 
hudaybiyyah, kaum anshor yang berperang dalam perang uhud. 
  Orang-orang mekkah bukan muhajirin. 
 Penduduk madinah. 
 Anak-anak yang baru lahir. 
 Para pemeluk islam setelah kemenangan di Mekkah dan ikut bertempur 
dalam Perang Qodisiyah. 
Khalīfah „Umar tidak boleh membelanjakan harta baitul māl kecuali untuk 
pengeluaran yang dibenarkan oleh syara‟. Sebab keudukan kepala negara sama 
dengan kedudukan washi atau orang yang mendapatkan wasiat terhadap harta 
anak yatim. Sebagaimana „Umar berkata bahwa aku tempatkan diriku dari harta 
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Sebagai bentuk kebijakannya dikarenakan jumlah harta baitul mal yang 
jumlahnya semakin besar sehingga Khalīfah „Umar menetapkan tunjangan yang 
berbeda bagi setiap golongan. Dalam menentukan besar kecilnya tunjangan yang 
diterima, ada dua pertimbangan yang dilakukan beliau yakni pertama dilihat dari 
kedudukan dan status sosial seseorang berdasarkan jauh dekatnya hubungan darah 
dengan Rasullah dan juga golongan orang-orang yang lebih dulu masuk islam 
atau biasa disebut assabiqun awwalun beserta jasa dan prestasi yang telah mereka 
lakukan dalam menjaga keimanan mereka demi islam.
100
 
Meskipun demikian Khalīfah „Umar merasa keliru terhadap kebijakan 
yang telah dibuatnya dalam pendistribusian harta baitul māl dan menyadari 
sendiri akibat pembagian harta yang tidak sama dikalangan masyarakat sehingga 
semakin tampak kesenjangan antara orang yang berharta dan yang tidak berharta . 
Para sahabat yang lebih dulu masuk islam akan lebih kaya dan yang terlambat 
masuk islam akan tidak berkecukupan dari hartanya. Oleh karena itu „„Umar 
kembali menerapkan kebijakan yang pernah diterapkan Abu bakar dengan tidak 
membeda-bedakan setiap orang dalam proses pendistribusian harta baitul mal dan 
berharap jika penggantinya kelak juga akan menerapkan hal yang sama .
101
 
„„Umar adalah seorang pemimpin yang mengurusi setiap harta yang masuk 
ke dalam baitul mal tetapi sangat disayangkan ia menolak membagikan harta 
baitul mal terhadap anak-anaknya. Bani „Adi yang datang kepada „„Umar agar 
diberikannya harta baitul mal ditolaknya bahkan „„Umar lebih memberikan 
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kepada orang lain. Padahal bukankan memberikan kepada kerabat itu harus lebih 
didahulukan dari orang lain sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa 
atau surat Al-Baqarah bahwa harta itu diberikan kepada salah kerabat dekat 




B. Pengelolaan Kas Negara Dan Distribusi Harta Baitul Māl Di Masa 
Khalīfah’Utsman Bin Affān 
Pada pemerintahan Khalīfah „Utsman Bin Affan, wilayah kekuasaan islam 
semakin melebar hingga ke Asia Barat dan juga beberapa negara Eropa. Dalam 
kepemimpinannya Khalīfah „Utsman lebih mengutamakan hubungan kekluargaan 
dalam menentukan wakil-wakilnya di pemerintahan. Sehingga banyak 
keluarganya yang menjadi pejabat negara pada saat itu.  
Dalam menjalankan pemerintahannya, „Utsman hanya meneruskan apa 
yang sudah ada di masa Khalīfah „Umar begitupun dengan kepengurusan di baitul  
mal hanya saja ada beberapa kebijakan yang diubah oleh beliau. Sebagai seorang 
pengusaha yang sukses, Khalīfah „Utsman tidak mengambil upah dari baitul mal 
bahkan sebaliknya Khalīfah „Utsman justru menyimpan hartanya di baitul māl 
untuk meringankan beban pemerintah. Beliau juga membelanjakan sebagian harta 
baitul mal untuk memberi bantuan dan santunan dengan menggunakan prinsip 
tafadhul sebagaimana Khalīfah „Umar.
103
 
Dalam menata dan mengembangkan sistem ekonomi Khalifah „Utsman 
empat kontrak dagang dengan negara-negara taklukan tersebut untuk 
mengembangkan potensi sumber daya alam. Aliran air digali, pembangunan jalan, 
pohon buah-buahan ditanam dan membentuk organisasi kepoisisan yang bertugas 
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mengamankan jalur erdagangan. 
Dalam menjalankan pemerintahannya Khalīfah „Utsman menggunakan 
prinsip-prinsip politik ekonomi sebagai berikut :
104
 
 Menerapkan politik ekonomi secara islam. 
 Tidak berbuat dzalim terhadap rakyat dalam menetapkan pajak.  
 Menetapkan kewajiban harta atas kaum muslimin untuk diserahkan ke 
baitul mā. 
 Memberikan hak-hak muslimin dari baitul mā. 
 Menetapkan kewajiban harta kepada kaum kafir zimmi untuk di serahkan 
ke baitul mal dan memrikan hak-hak mereka serta tidak menzalimi. 
 Para pegawai pajak wajib menjaga amanat dan memenuhi janji. 
 Mengawasi penyimpangan-penyimangan dalam harta benda yang dapat 
menghilangkan kesempurnaan nikmat umat secara umum. 
Dalam hal pendistribusian keuangan negara pada masa Khalīfah „Utsman 
Bin Affan, penulis akan memaparkan secara rinci melalui ulasan dibawah ini 
dimulai dengan biografi sang Khalīfah : 
a. Boigrafi Khalifah „Utsman bin Affan 
„Utsman Bin Affan memiliki nama lengkap „Utsman Bin Affan Bin Abi Al-
Ash Bin Umayyah Bin Abd Al-Manaf. Beliau lahir di Tha‟if pada tahun 35 H/ 576 
M atau 6 tahun lebih muda dari Rasulullah. Ayahnya bernama Affan Bin Abi Al-
„Ash. Ibunya bernama Arwa Binti Kuriz Bin Rabiah Bin Habib Abdisyam Bin 
Abdimanaf. Khalīfah „Utsman adalah keturunan Bani Umayyah yang kaya raya 
dan dermawan. Dia termasuk keturunan bani Umayah yang cepat memeluk islam. 
„Utsman bin Affan masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah 
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saw yakni nenek beliau yang bernama ummu Hukaim merupakan saudara 
kandung dari ayah Rasulullah, Abdullah. Khalīfah „Utsman memiliki ciri fisik 
tidak tinggi namunnjuga tidak pendek, berkulit lembut, memiliki rahang yang 




Kepribadian Khalīfah „Utsman sangatlah patut untuk dicontoh karena 
meskipun ia seorang yang kaya raya tetapi sangat sederhana dan juga dermawan 
serta saleh. Hal ini yang menjadikan Nabi saw memberikan kedua putinya untuk 
diperistri usman. Karena kedermawanannya „Utsman pernah seperuh sumber air 
sumur Raunah milik seorang yahudi ketikan terjadi kekeringan pada masa itu 
dengan harga 12.000 dirham. Ketika jumlah umat islam semakin banyak sehinnga 
Rasullah mengharapkan adanya bantuan dari seorang dermawan yang mau 
membebaskan lahan-lahan disekitaran Masjid Nabawi agar dapat diperluas. 
Demikian juga dengan penaklukan Mekah, Rasullullah juga berniat memperluas 
Masjidil Haram yang ternyata kesemuanya itu ditanggung oleh „Utsman Bin Affan 
dengan biaya yang masing-masing sebesar 15.000 dan 10.000 dinar.
106
 Begitu 
banyak jasa dan sumbangsih yang telah diberikan oleh Khalīfah „Utsman bin 
Affan dan yang paling bersejarah dan masih dapat kita nikmati sekarang ialah 
penyatuan Mushaf  Al-Quran dan keseragaman bacaannya. 
Ketika „Utsman dibaiat menjadi Khalīfah untuk memimpin umat islam 
menggantikan „Umar, „Utsman melebarkan  sayap kekuasaan kehalifahan islam 
sampai ke Eropa dan beberapa negara Asia Barat. Di awal pemerintahanna Ia 
berhasil menaklukkan Ray dan Rum. Kemuadian pemerintahan „Utsman berhasil 
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menaklukka Sabur di tahun 26 H. Setahun kemudia atau tepat 27 H Muawiyah 
berhasil Romawi di Cyprus melalui pertempuran laut yang menjadi cikal bakal 
dibentuknya pasukan armada perang angkatan laut yang pertama kali dalam islam. 
Sama halnya dengan pulau-pulau yang berada disekitar Cyprus tak luput dari 
taklukan kekuasaan umat islam. Ditahun yang sama kepemimpinan Khalīfah 
„Utsman, tentara islam juga berhasil menguasai Ardan dan Afrika dan 
diriwayatkan masing-masing tentara islam mendapatkan 1000 dinar dan sebagian 
ada juga yang mengatakan 3000 dinar. Bahkan di tahun itu juga kekuasaan Spayol 
juga berhasil jatuh ke tangan umat islam. Pelebaran kekuasaan negara islam ke 
Asia Barat terjadi pada tahun 30 H dan berhasil merambah ke daerah Khurasan, 
Thus, Naisabur, Sarkhas dan Merv secara damai.
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Seiring dengan penaklukan yang begitu banyak dilakukan oleh Khalīfah 
„Utsman maka hal tersebut juga sangat berdampak pada pemasukan baitul māl. 
Dalam pengurusan serta kebijakannya, „Utsman senantiasa bercermin dari 
Khalīfah sebelumnya maka dari itu ia di bantu oleh pembantu-pembantunya di 
daerah seperti gubernur meskipun begitu mereka tetap bertanggung jawab 
melaporkan setiap pemasukan dan pengeluarannya kepada Khalīfah. 
Sistem pemerintahan „Utsman hanya berjalan lancar pada enam tahun 
pertama masa kepemimpinannya. Pemerintahannya mulai goyah ketikan mulai 
muncul beberapa pemberntakan yang di duga oleh sifat nepotisme Khalīfah 
„Utsman yang banyak mengangkat keluarga dekatnya sebagai pejabat tinggi 
negara meskipun beberapa dari mereka kurang kompeten dibidangnya. Contohnya 
pemecatan Al-Mughirah ibn Abi Syu‟bah yang digantikan oleh Sa‟d ibn Al-Ash 
selaku saudara sepupu „Utsman sebagai gubernur Kufah yang setahun kemudian 
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digankan lagi oleh Al-WAlid ibn Uqbah yakni saudara seibu „Utsman. Ternyata 
Al-Walid memiliki tingkah laku yang tidak mencerminkan seorang pemimpin, Ia 
berperangai buruk dan suka bermauk-mabukan hingga pernah melaksanakan  
sholat subuh empat rakaat. Kemudia di Mesir Khalifah Memecat Amr ibn Al-Ash 
dan menggatinya denga Abdullah ibn Sa‟d ibn Abi Sarh. Hal ini menimbulkan 
pemberontakan karena orang-orang Mesir tidak menyukai Abdullah karena 
menganggap Ia bukan sosok pemimpin yang dapat menjalakan tugasnya dengan 
baik. Masih banyak lagi contoh pemecatatan yang dilakukan Khalifah sehingga 
menuai protes. Oleh karena itu seiring dengan penggiringan isu nepotisme oleh 
para yang tidak dapat dibendung lagi menjadikan akhir hidup sang Khalifah 
berakhir ditangan pemberontak pada tanggal 12 Zulhijjah 35 H/655 M.
108
 
b. Sumber Pendapatan109 
Meskipun roda pemerintahan uat islam masa pemerintahan „Utsman bin 
Affan hanya berjalan selama beberapa tahun saja, namun ada beberapa hal penting 
sehubungan kebijakan ekonomi yang diterapkan Khalifah berkaitan dengan 
sumber pendapatan negara antara lain: 
1. Zakat 
Beberapa kaedah penting yang diterapkan oleh Khalīfah seputar harta 
Zakat yang harus diperhatikan sebagai salah satu rukun islam antara lain: 
 Kewajiban zakat merupakan kewajiban tahunan kecuali akat pertanian 
yang harus dikeluarkan setiap masa panen. 
 Zakat merukapan kewajiban serius yang haris diperhatikan umat islam. 
Setiap pemilik hara harus berhati-hati dengan hartanya yang jika 
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didalamnya terdapat utang maka harus dikeluarkan supaya dapat 
diketahuai ada atau tidaknya kewajiban zakat dari harta yang tersisa. 
 Jika kewajiban zakat tidak ada maka sangat dianjurkan untuk bersedekah. 
Zakat yang dipungut dari kaum muslimin dikumpulkan lalu di bawa ke 
baitul mal untuk kemudian didistribusikan kpeda kaum muslimin, tetapi dimasa 
„Utsman selain mendistribusikan zakat kepada golongan Ashnaf, beliau juga 
membagikan zakat kepada: 
 Kaum harbi, untuk menciptakan keharmonisan dan keseimbangan 
kehidupan sosial secara umum. 
 Biaya jamuan makanan untuk berbuka puasa Ramadhan bagi kaum fakir 
miskin dan ibnu sabil. 
 Biaya pembnagunan rumah untuk kaum lemah di Kufah. 
2. Harta Peninggalan Mayit Yang Tidak Memiliki Ahli Waris 
Jika seorang pemilik harta mneinggal dunia maka otomatis hartanya jatuh 
ke tangan ahli warisnya. Tetapi jika seorang pemilik harta meninggal dan tak 
memiliki ahli waris maka hartanya dimasukkan ke baitul mal sebagai salah satu 
sumber pendapatan negara. Harta tersebut didistibusikan kepada fakir miskin dan 
untuk pembangunan fasilitas umum. 
3. Ghanimah, Jizyah, Kharaj, „Usyr 
Ekspansi islam berlanjut di masa „Utsman dengan menaklukkan beberapa 
daerah sepreti Azarbaijan, Armenia, Iskandariyah, dan Afrika sehingga diperoleh 
sejumlah harta rampasan perang. Di waktu penaklukan Afrika diperoleh harta 
rampasan sebanyak 3.000 dinar.  
Harta yang diperoleh dari rampasan perang diserahkan untuk baitul māl 
sebanyak 1/5 untuk khums. Kemudian didistibusikan untuk fakir, miskin, ibnu 




dibagikan kepada 2 kelompok yaitu 3/5 untuk pasukan berkuda dan kudanya 
sementara untuk 1/5 nya lagi untuk pasukan yangb berjalan kaki. Di sebutkan 
dalam sebuah riwayat bahwa pasukan Abdullah ibn Said yang menaklukka afrika, 
maka „Utsman melakukan pembagian harta Ghanimah yang diperoleh kepada 
kami setelah keluar seperlimanya yakni 3000 dinar untuk pasukan berkuda dan 
1000 dinar untuk pejalan kaki. 
Jizyah merupakan pendapatan negara berupa ajak diri sebagai kompensasi 
kaum Kafir Dzimmi yang tetap tinggal di negeri islam. Kebijakan 
Khalīfah„Utsman tentang jizyah adalah melanjutkan pendahulunya, „Umar bin 
Khaththab. Pemasukan jizyah dimasa „Utsman berasal dari Azarbaijan sebanyak 
800.000 dirham, Afrika dan Jarjir sebanyak 2.520.000 dinar, Kubriz sebanyak 
8000 dinar dan Jarjan 100.000 dinar. 
Selain mengandalkan Jizyah dan Ghanimah sebagai sumber pendapatan 
negara, terdapat pula sumber pendapatan lain yakni Kharaj berupa pajak hasil 
bumi atau tanah perntanian atau yang diproduktifi selain itu, yang telah dikuasai 
oleh islam. Dimasa Khalifah „Utsman, Kaharaj diperoleh dari dua cara yaitu, 
pertama, dari tanah yang dibagikan „Utsman kepada beberapa orang sahabat untuk 
diproduktifkan sebagai lahan pertanian. Pembagian seperti inidilakukan terhadap 
tanah di Sawuat dan Khisbah. Sahabat-sahabat yang menerima tanah tersebut 
antara lain Usamah ibn Zaid Khabab ibn Al-Arat, Ibnu Mas‟ud, dan Zubair 
Awwam. Kedua, dari tanah Hima yakni tanah yang dilindungi dan tidak diberikan 
kepada seorangpun atau kelompok tertentu. Misal dari tanah ini adalah lahan hijau 
untuk gembala ternak. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadina pertikaian 
dalam masyarakat dan mereka dapat menjadikan lahan hijau tersebut sebagai 
tempat gembalaan ternak secara bebas. Dan terhadap ternak ini dikenai zakat 




Selain itu pemasukan baitul māl yang lain diambil dari „Usyr yakni pajak 
perdagangan atau bea cukai. Ajak ini diberlakukan sebagai implikasi semakin 
luasnya daerah kekuasaan islam serta arus jalur perdagangan luar negeri islam 
waktu itu. Pemberlakuan pajak ini untuk menaikkan harga komoditi dagang yang 
datang dari luar sehingga harga komoditi dalam negeri dapat bersaing. 
c. Pengeluaran dan subsidi 
Pos-pos pengeluaran harta baitul mal di masa Khalīfah „Utsman Bin Affan 
antara lain meliputi gaji para pejabat, biaya pembangunan gedung pemerintah, 
biaya administrasi kenegaraan, tunjangan para pensiaunan, gaji dan tunjangan 
gubernur-gubernur di daerah-daerah, pembangunan faislitas umum seperti mesjid 
dan saliran irigasi. Sementara untuk angkatan perang , dialokasikan pada 
pembelian dan pemeliharaan alat-alat perang. 
Pos pengeluaran negara yang lainnya juga dialokasikan untuk menggaji 
muadzin sebagaimana yang telah dilakukan pada masa Rasulullah, Abu BAkar 
dan juga „Umar. Biaya penyelenggaraan ibadah haji, kain penutup Ka‟bah, biaya 
pengumpulan al-Qur‟an, merenovasi Masjid Nabawi dan Masjidil Haram serta 
Masjid Rahmah di Iskandariyah dan membiayai kegiatan-kegiatan yang 
menyemarakkan dan mensyiarkan agama islam. 
Sebagai seorang Khalīfah yang selalu mengutamakan hubungan 
kekeluargaan dalam hal pemerintahannya „Utsman juga memberikan jumlah 
tunjangan yang jumlahnya cukup besar kepada keluarganya hal ini diatakatakan 
„Utsman sebagai wujud silaturahminya. Tetapi bagi sebagian orang tindakan yang 
dilakukan Khalīfah ialah diduga sebagai wujud dari penyalahgunaan keuangan 
negara. Berikut rincian tunjangan yang diterima keluarga „Utsman yang dikutip 






Nama Hubungan dengan ‘Utsman Besarnya Jumlah 
Marwan ibn hakam Anak paman 15.000 dinar 
Zubair ibn „Awwam Sahabat 60.000 dinar 
Thalhah Sahabat 100.000 dinar 
Sa‟d ibn Al-Ash Anggota sahabat 100.000 dinar 
Al-Harits ibn Marwan Menantu 300.000 dinar 
Abdullah ibn Khalid Menantu 300.000 dinar 
Anggota Rombongan Al-Harits dan Abdullah 100.000 dinar 
Para menantu selain Harits dan Abdullah 100.000 dinar 
Selain tunjangan diatas „Utsman juga di duga mengambil sebagian harta 
kekayaan negara untuk memenuhi kebutuhannya beserta keluarga dan kerabat 
dekatnya. Setelah kekayaan negara tidak mencukupi untuk belanja negara seperti, 
biaya angkatan perang, biaya administrasi pemerintahan dan juga biaya kebutuhan 
pejabat negara beserta keluarganya. „Utsman lantas menerapkan pajak Kharaj dan 
Jizyah yang memberatkan rakyat. Kebijakan ini sangat berbeda dari „Umar yang 
memberikan tunjangan kepada seluruh anggotab masyarakat berdasarkan jasa dan 
perjuangan mereka kepada islam. Disini „Utsman membagi-bagikannya hanya 
kepada orang-orang tertentu sehingga timbul rotes dan kecemburuan sosial. Tidak 
kurang dari Aisyah juga memprotes kebijakan ini. 
Kebijakan tersebut membawa pengaruh yang sangat luas dikalangan umat 
islam kala itu. Pengangkatan pejabat pemerintah berdasarkan prinsip kekeluargaan 
mengakibatkan timbulnya gerakan oposisi dan beberpa pemberontakan tak 
terhindarkan. Tokoh sahabat yang sangat lantang menyuarakan protes terhadap 
tindakan nepotisme dan kesenjangan sosial ekonomi di masa pemerintahan 
Khalifah „Utsman bin Affan ialah Abu Dzar al-Ghiffari. 
Inilah gambaran kebijakan politik ekonomi „Utsman Bin Affan pada saat 
memerintah negara islam. Dimasa enam tahun pertama pemerintahannya memang 
kebijasanaan politik „Utsman tidak memnagalami hambatan hal ini dikarenakan 




memasuki enam tahun kedua pemerintahannya, „Utsman mulai banyak menuai 
protes atas ketidakpuasan rakyat diberbagai derah. Banyak kebijaksanaannya yang 
tidak sejalan dengan aspirasi arus bawah. Ada 3 kebjakan „Utsman yang diduga 
menjadi sumber ketidakpuasan rakyat pada pemerinyahan Khalīfah „Utsman Bin 
Affan diantaranya ialah sosial politik, pendaya gunaan kekayaan negara serta 
kebijaksanaan keimigrasian. 
Jadi pendapatan negara dimasa Khalīfah „Utsman Bin Affan tidaklah jauh 
berbada dari masa khalifah „Umar bin Khththab yakni berasal dari zakat, 
jizyah,ghanimah, harta seseorang yang meninggal tetapi tidak mempunyai ahli 
waris, Kharaj, dan „Usyr. Hanya saja memang beberapa kebijakan yang telah ada 
di zaman „Umar di ubah ketika Khalīfah „Utsman memimpin umat islam 
dikarenakan dimasa Khalīfah „Utsman wilayah kekuasaan islam semakin bertabah 
luas sehingga baitul māl tidak lagi menjadi kewenangan khalīfah secara penuh 
tetapi lebih memberi hak otonomi bagi para gubernur di setiap daerah masing-
masing. Begitupun dengan pos pengeluaran negara hampir sama dengan di masa 
khalīfah „Umar yakni seputar penggajian pegawai dan para pejabat pemerintah, 
tetapi di masa „Utsman ada beberapa pengeluaran tambahan dikarenakan adanya 
renovasi mesjid nabawi dan masjidil haram, serta dana untuk pembuatan fasilitas 












ANALISIS TERKAIT PERSAMAAN DAN PERBANDINGAN KONSEP 
SIYĀSAH AL-MĀLIYAH ANTARA KHALĪFAH ‘UMAR BIN KHATHTHAB 
DAN ‘UTSMAN BIN AFFĀN 
A. Kelebihan Dan Kekurangan Konsep Siyasah Al-Maliyah Khalifah ‘Umar Bin 
Khaththab 
Keunggulan dari konsep Siyāsah Al-Māliyah Khalīfah „Umar bin 
Khaththab ialah beliau selalu mengutamakan mashlahah dan bukan hanya 
berdasar sebatas kepuasan saja. Sehinggga kemaslahatan tersebut dapat merujuk 
ke tujuan ibadah dan di sisi lain Perekonomian umat akan menuju kesejahteraan 
khususnya dan negara islam pada umumnya. Dikutip dari Rahmawati dalam 
kebikajakan ekonomi „Umar Bin Khaththab bahwa perencanaan perekonomian 
islam secara garis besar ialah untuk merealisasikan harapan dan target dalam 
waktu tertentu menurut situasi yang ada. „Umar Bin Khaththab telah 
mempertimbangkan program maupun perencanaan dalam kegiatan ekonomi 
sehingga hal inilah yang menyebabkan „Umar menonjol dalam mengatur kondisi 
perekonomian islam kala itu.
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Dalam membuat kebijakan ekonomi „Umar Bin Khaththab selalu 
memperhatikan keadaan masyarakat saat itu agar kebijakan yang dibuatnya dapat 
membawa kemaslahatan bagi setiap kalangan masyarakat, tentu saja selama itu 
tidak bertentangan dengan syariat islam dalam hal ini nash al-qur‟an dan sunnah 
Nabi. Selain itu Khalīfah „Umar jika hendak membuat suatu kebijakan, tidak 
terkecuali kebijakan dalam bidang ekonomi atau di hadapkan pada suatu masalah 
yang memerlukan pendapat para sahabat yang lain, maka beliau akan 
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mendiskusikannya serta meminta saran dan pendapat kepada mereka mengenai 
hal tersebut. 
Keungggulan Khalīfah „Umar dalam hal kebijakan ekonomi ialah ketika 
menetapkan „Usyr kepada para pedagang dan mengenai kebijakan tentang 
masalah penggajian kepala negara dan juga tentara yang dinilai merupakan suatu 
hal yang baru dalam kebijakan ekonomi islam saat itu, dimana pada zaman Rasul 
dan Khalīfah Abu Bakar belum dikenal hal demikian. Hal ini pula yang 
membuktikan bahwa perekonomian  islam di bawah kepemimpinan Khalīfah 
„Umar lebih maju ketimbang sebelumnya meskipun negara islam pada saat itu 
masih tergolong sangat sederhana. 
Sedangkan kekurangan dari sistem Siyāsah Māliyah Khalīfah „Umar 
adalah ketika ia mendistribusikan tunjangan-tunjangan baitul mal berdasarkan 
golongan kekerabatan yang paling dekat dengan Rasulullah, Assabiqul Awwalun 
serta  berdasarkan pada jasa-jasa mereka terhadap agama islam, diberikan jatah 
harta yang lebih besar  dibandingkan dengan mereka yang dari golongan biasa. 
Hal tersebut menimbulkan kesenjangan sosial diantara umat. Terlebih lagi „Umar 
tidak memberikan sepeserpun harta Baitul Māl terhadap sanak keluarganya dan 
lebih memberikan harta tersebut kepada orang lain. Tetapi ini mungkin didasarkan 
pada kehati-hatian beliau terhadap setiap harta yang ada di baitul mal. 
 
B. Kelebihan dan Kekurangan Konsep Siyāsah Al-Māliyah ‘Utsman Bin  
Affān 
Keunggulan Kepemimpinan Khalīfah „Utsman Bin Affan dalam 
menetapkan kebijakan ekonomi, juga mengedepankan mashlahah dalam setiap 
kebijakan yang dibuatnya. Sebagai pemimpimpin umat islam tentulah Khalīfah 




selalu mengikuti pendahulunya dikarenakan situasi dan kondisi yang juga ikut 
berubah seiring dengan luasnya daerah kekuasan islam saat itu asalkan tidak 
terlepas dari ketentuan syariat islam. Salah satu langkah  Kebijakan ekonomi  
Khalīfah „Utsman ialah mengubah kebijakan yang telah dibuat „Umar tentang 
perlakuan  terhadap lahan luas milik keluarga kerajaan Persia. Di zaman „Umar 
lahan tersebut tidak dibagi-bagikan melainkan disita sebagai milik negara dan 
menghasilkan harta sebanyak 9 juta dirham sedangkan Khalīfah „Utsman 
membagi- bagikannya kepada individu untuk reklamasi sehingga menghasilakan 
harta sebayak 50 juta dirham, berarti jumlah penghasilan negara untuk 
pengelolaan lahan ini meningkat hingga 41 juta dirham di zaman „Utsman.
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Dalam  rangka meringankan beban pemerintah ia juga tidak mengambil upahnya 
dan malah menyimpan hartanya di baitul mal. Untuk pertama kalinya di zaman 
„Utsman juga sebagian dana baitul mal didistribusikan untuk membiayai 
angakatan perang jalur laut dalam menaklukkan Romawi dibawah komando 
Muawiyyah. 
Kekurangan pemerintahan Khalīfah „Utsman ketika memipmpin ialah 
karena terlalu mempercayakan keluarganya untuk menduduki jabatan-jabatan 
penting pemerintahan sehingga melatar belakangi munculnya isu-isu nepotisme 
yang dilakukan Khalīfah. Tetapi mungkin ini didasarkan karena Khalīfah „Utsman 
memiliki latar belakang sebagai pengusaha sukses yang biasanya seorang 
pengusaha cenderung memiliki sifat kekeluargaan yang tinggi sehingga lebih 
mempercayakan keluaganya dalam mengelola usahanya. Di sisi lain khalifah juga 
diduga menyalahgunakan keungan negara karena memeberi tunjangan dengan 
jumlah yang banyak kepada kerabat-kerabat dekatnya. Di usia yang semakin uzur 
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dan dengan pengaruh keluarga yang lebih dominan ditambah adanya konspirasi 
dan fitnah mengakibatkan sang khalifah mati ditangan pemberontak. 
 
C. Perbandingan Konsep Siyāsah Al-Māliyah Antara Khalīfah ‘Umar Bin 
Khaththab Dan ‘Utsman Bin  Affān 
Setelah melihat kelebihan dan kekurangan Konsep Siyāsah Al-Māliyah 
dari kedua Khalīfah besar umat islam maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 
KonsepSiyāsah Al-Māliyah pada masa „Umar ialah menerapkan prinsip  
pemerataan perekonomian, artinya setiap masyarakat dapat merasakan 
kesejahteraan sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial yang ada pada 
masyarakat saat itu.
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 Hal ini tercermin dari kebijakan khalifah „Umar yang 
selalu mengutamakan pendistribusian harta kepada fakir miskin dan kaum lemah 
tanpa membeda-bedakan apakah ia seorang muslim ataupun non muslim. Beliau 
juga berlemah lembut dalam mengambil pajak dan tidak pula memaksakan pajak 
kepada orang yang tidak mampu. Terlebih karena ketegasannya sehingga setiap 
keputusan yang berkaitan dengan harta baitul mal menjadi tanggung jawabnya 
secara langsung, sehingga kesejahteraan umat islam begitu terasa bahkan oleh 
Khalīfah sendiri. 
Sedangkan Konsep Siyasah Al-Maliyah Khalifah „Utsman Bin Affan ada 
dua, enam tahun pertama yang disebut sebagai tahun cemerlang dalam 
pemerintahannya. Beliau menerapkan prinsip kesejateraan kepada seluruh umat 
bahkan toleransi juga sangat terasa. Hal ini dapat dilihat dari pemasukan harta 
baitul mal berupa zakat yang begitu banyak maka khalifah menyalurkan zakat 
juga kepada kaum kafir harbi. Tetapi pada enam tahun kedua yang disebut sebagai 
tahun kemerosotan Khalīfah „Utsman, secara tidak langsung mengandung prinsip 
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kekeluargaan. Khalīfah „Utsman sangat mempercayai keluarganya dalam 
menjalankan pemerintahan sehingga banyak jabatan penting diduduki oleh Bani 
Umayyah dan karena dominasinya yang terlalu kuat sehingga Khalīfah „Utsman 
hanya sebagai simbol dalam kedudukannya sebagai khalifah ditambah lagi karena 
usianya yang sudah semakin tua. Hal ini tercermin dari keloyalan sang khalifah 
kala memberi tunjangan kepada keluarganya bahkan 1/5 khumus juga pernah 
diberikan Khalifah untuk keluarganya yakni Marwan bin Hakam. Ketika wilayah 
islam semakin luas maka Khalīfah „Utsman tidak lagi memiliki kewenangan 
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1. Pengelolaan kas negara baik pada zaman khalifah „Umar bin khattab 
dan „Utsman bin affan ialah menghimpun setiap harta di baitul mal 
mulai dari zakat, ghanimah, fay‟, „Usyr, jizyah, dan kharaj. lalu di sebar 
ke diwan-diwan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. 
Berikut diwan beserta fungsinya: 
 Departemen pelayanan militer, yang berfungsi untuk 
mendistribusikan dana bantuan bagi pihak-pihak yang terlibat 
dalam peperangan. 
 Departemen jaminan sosial, berfungsi untuk mendistribusikan 
dana bagi kaum fakir miskin dan orang-orang yang menderita. 
 Departemen kehakiman dan eksekutif, bertanggung jawab 
menegnai pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif. 
 Departemen pendidikan dan pengembangan islam, berfungsi 
mendistribusikan dana kepada penyebar dan pengembang agama 
islam. 
2. Kebijakan pendistribusian harta ada zaman khalifah „Umar pada 
awalnya membedakan antara kerabat dekat nabi saw, jasa-jasa 
seseorang untuk agama islam, serta assabiqul awwalun diberikan jatah 
harta lebih banyak dibandingkan dengan orang biasa. Tetapi menjelang 
akhir hidupnya beliau berpesan untuk menerapkan prinsip persamaan 
dalam mendistribusikan harta baitul mal sebagaimana Khalifah Abu 
Bakar. Tetapi ketika Khalifah „Utsman menjabat sebagai khlaifah 




3. Konsep siyasah al-maliyah pada zaman „Umar menerapkan prinsip 
pemerataan perekonomian agar kesenjangan tidak terlalu dirasakan 
masyarakat. sedangkan khalifah „Utsman menerapkan prinsip 
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